
HALAMAN JUDUL 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI  

PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
 
 

 
 

(Skripsi) 
 
 
 

Oleh: 
FARHAN PASHA 
NPM 2252011114 

 
 
 

 
 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM   
UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG  
2026



ABSTRAK 
 
 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

 
 

Oleh 
 

FARHAN PASHA 
 

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah 
daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki 
kewenangan untuk menggali potensi pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai 
tindak lanjut ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan 
retribusi parkir. 
 
Meskipun memiliki potensi yang cukup besar seiring dengan meningkatnya 
aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata, realisasi penerimaan retribusi parkir di 
Kabupaten Pesisir Barat belum optimal. Kondisi ini masih dihadapkan pada 
berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek efektivitas pelaksanaan, 
pengawasan, serta tata kelola pemungutan di lapangan. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode 
pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-
undangan dan literatur hukum, serta wawancara langsung dengan pihak Dinas 
Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pada dasarnya telah 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah melalui penggunaan karcis resmi dan 
penyetoran hasil pungutan secara berjenjang. Namun, efektivitas pelaksanaannya 
masih tergolong rendah akibat keterbatasan jumlah petugas, lemahnya pengawasan, 
serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digitalisasi, meskipun retribusi parkir 
tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD dan 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. 
 
Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintahan Daerah, 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 



ABSTRACT 
 
 

PARKING RETRIBUTION COLLECTION AND ITS CONTRIBUTION TO 
LOCAL REVENUE IN PESISIR BARAT REGENCY 

 
 

By 
 

FARHAN PASHA 
 

The collection of parking retribution constitutes one of the sources of Regional 
Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) that plays an important role in 
supporting regional fiscal independence. Within the framework of regional 
autonomy, regency governments are authorized to explore revenue potential 
through regional taxes and levies as stipulated in Law Number 1 of 2022 
concerning Financial Relations between the Central Government and Regional 
Governments. As a follow-up to this provision, the Government of Pesisir Barat 
Regency enacted Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number 1 of 2024 
on Regional Taxes and Regional Retributions as the legal basis for the 
implementation of parking retribution collection. 
 
Despite its considerable potential in line with increasing community activities and 
the tourism sector, the realization of parking retribution revenue in Pesisir Barat 
Regency has not yet been optimal. This condition continues to face various 
challenges, particularly related to the effectiveness of implementation, supervision, 
and the governance of collection practices in the field. 
 
This study employs an empirical juridical approach, with data collected through 
literature reviews of laws and regulations as well as legal literature, and direct 
interviews with the Department of Transportation and the Regional Revenue 
Agency of Pesisir Barat Regency. The findings indicate that, in principle, the 
collection mechanism has been implemented in accordance with regional 
regulations through the use of official tickets and tiered revenue deposits. However, 
its effectiveness remains relatively low due to the limited number of officers, weak 
supervision, and the suboptimal utilization of digital systems, although parking 
retribution continues to make a significant contribution to Local Own-Source 
Revenue and shows an increase from year to year. 
 
Keywords: Parking Retribution, Local Revenue, Local Government, General 
Principles of Good Governance. 
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“Salus populi suprema lex esto 
(Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi)” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari aspek 

kemandirian fiskal pemerintah daerah. Kemandirian ini mencerminkan kemampuan 

daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan dari potensi 

lokalnya, guna membiayai sendiri belanja pembangunan dan pelayanan publik 

tanpa tergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat.1 Dalam kerangka 

desentralisasi di Indonesia, setiap pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk 

mengelola keuangannya, termasuk dalam menetapkan dan memungut pajak dan 

retribusi daerah. Salah satu indikator utama dari kemandirian ini adalah kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Meningkatnya 

PAD menunjukkan bahwa daerah mampu menjalankan fungsinya secara mandiri 

dan berdaya saing, sementara ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat 

menunjukkan lemahnya kapasitas dan pengelolaan potensi daerah.2 

 

Pencapaian kemandirian tidak dapat dilepaskan dari komitmen dan inovasi 

pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pendapatan, khususnya melalui 

optimalisasi sektor-sektor potensial seperti retribusi. Pemerintah daerah dituntut 

untuk tidak hanya mengejar target nominal pendapatan, tetapi juga memastikan 

proses pemungutan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada 

pelayanan publik. Hal ini penting agar peningkatan PAD tidak hanya bersifat 

 
1 Fina Widaty, Muhammad Reza Adiyanto, dan Merie Satya Angraeni, 2024, “Strategi Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Parkir Kabupaten Pamekasan”, Maro: Jurnal 
Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 7, No. 2, Hlm. 178. 
2 Ridhoni Fitri, and Muhammad Saleh, 2023 "Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi 
Penerimaan Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Tanah 
Laut." JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol 6, , No 2, Hlm. 1091 
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administratif, tetapi juga mencerminkan perbaikan dalam kualitas pemerintahan 

daerah yang responsif terhadap kebutuhan warganya. 

 

Sebagai salah satu komponen utama dari PAD, retribusi daerah berasal dari 

pembayaran atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat. Retribusi terbagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi 

jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga jenis tersebut, retribusi 

parkir termasuk dalam kategori retribusi jasa umum yang secara langsung 

bersentuhan dengan aktivitas masyarakat. Ini menjadikan retribusi parkir sebagai 

salah satu sumber PAD yang potensial jika dikelola secara efektif dan efisien. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan fasilitas parkir menjadi bagian dari 

mobilitas masyarakat, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi, perdagangan, 

dan pariwisata yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi parkir bukan 

hanya persoalan teknis pemungutan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola 

pelayanan publik, akuntabilitas keuangan daerah, serta kepercayaan publik 

terhadap pemerintah daerah. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan landasan yuridis yang jelas 

bagi pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sumber pendapatannya, 

termasuk retribusi parkir. Regulasi ini mendorong daerah untuk menjadi lebih 

mandiri dan bertanggung jawab dalam menggali potensi lokal sebagai upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, retribusi parkir tidak 

hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan keuangan, tetapi juga memiliki 

peran strategis dalam pengelolaan ruang publik, pengaturan lalu lintas, dan 

penataan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan 

yang terstruktur, berbasis teknologi, dan ditunjang dengan mekanisme pengawasan 

yang efektif agar pelaksanaannya berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan. 

 

Sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan 

pemungutan retribusi di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, termasuk retribusi parkir. 

Melalui Perda tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat dasar 

hukum pemungutan, memperjelas mekanisme pengawasan, dan memastikan 

pelaksanaannya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 

 

Sebagai daerah otonom di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat memiliki 

potensi besar untuk meningkatkan PAD, termasuk dari sektor parkir, terutama 

dengan perkembangan kawasan wisata pantai, pusat perbelanjaan tradisional, dan 

fasilitas publik lainnya yang meningkatkan mobilitas kendaraan. Namun, potensi 

ini belum terealisasi optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari media daring 

Radar Lambar (3 Juni 2024), hingga bulan April 2024, realisasi penerimaan 

retribusi di Kabupaten Pesisir Barat baru mencapai 18 persen dari target yang telah 

ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat implementasi pemungutan 

retribusi masih rendah dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).3 

 

Rendahnya realisasi tersebut menandakan bahwa proses pemungutan retribusi, 

khususnya retribusi parkir, masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi 

administrasi, sumber daya manusia, maupun sistem pengawasan. Selain itu, masih 

terdapat persoalan pada tingkat kepatuhan masyarakat dan efektivitas pengawasan 

di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya evaluasi mendalam terhadap 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, terutama dalam aspek 

penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti transparansi, 

akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. 

 

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memandang penting untuk mengkaji 

mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan 

 
3 Radarlambar.bacakoran.co. “Hingga April Realisasi Retribusi Baru 18 Persen.” Radar Lambar, 3 
Juni 2024.  
https://radarlambar.bacakoran.co/read/6453/hingga-april-realisasi-retribusi-baru-18-persen , 
diakses 05 juni 2025. 
 
 

https://radarlambar.bacakoran.co/read/6453/hingga-april-realisasi-retribusi-baru-18-persen
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Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran faktual mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan 

retribusi dan memberikan masukan bagi peningkatan sistem pengelolaan retribusi 

parkir yang lebih transparan dan akuntabel, serta mengevaluasi seberapa besar 

kontribusinya bagi PAD. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Pesisir Barat? 

2) Bagaimanakah kontribusi pemungutan retribusi parkir terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Hukum Administrasi 

Negara, khususnya pada kajian mengenai retribusi daerah dalam konteks 

pemungutan retribusi parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan dan kontribusi pemungutan retribusi 

parkir oleh pemerintah daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Pesisir Barat dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung pada tahun 2025. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

2) Untuk mengetahui kontribusi pemungutan retribusi parkir terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Barat. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian baik dari segi praktis maupun teoritis yaitu: 

1) Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan kebijakan 

publik di tingkat daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi 

studi-studi sejenis yang membahas retribusi daerah, pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah, serta implementasi otonomi daerah. 

 

2) Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya Dinas Perhubungan dan Badan 

Pendapatan Daerah, dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas 

pemungutan retribusi parkir. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan 

evaluatif dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan dan pengawasan, serta 

mengoptimalkan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam membayar retribusi sebagai wujud 

partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kewenangan  

2.1.1 Pengertian Kewenangan  

Kewenangan merupakan konsep yang berasal dari istilah wewenang, yang 

bermakna hak serta kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam praktik pemerintahan, kewenangan 

umumnya terdiri atas sejumlah wewenang yang mencerminkan kekuasaan terhadap 

kelompok masyarakat tertentu atau penguasaan dalam bidang pemerintahan 

tertentu.4 Secara terminologis, istilah kewenangan atau wewenang memiliki 

kesetaraan makna dengan kata authority dalam bahasa Inggris dan bevoegdheid 

dalam bahasa Belanda. Menurut Black’s Law Dictionary, authority diartikan 

sebagai kekuasaan hukum atau hak untuk memerintah dan bertindak, serta hak dan 

kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap 

perintah yang dikeluarkan secara sah dalam rangka pelaksanaan tugas publiknya.5 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, kewenangan didefinisikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh 

Badan dan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk 

melakukan tindakan dalam lingkup hukum publik. Sementara itu, H. D. Stout 

sebagaimana dikutip dalam buku Ridwan HR menjelaskan kewenangan sebagai 

keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perolehan serta 

pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan 

hukum publik. Konsep kewenangan menurut pandangan tersebut mengandung dua 

unsur utama, yakni keberadaan aturan hukum dan sifat hukum  yang  melekat  pada  

 
4 Prajudi Atmosudirjo, 2001, Teori Kewenangan, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 6 
5 Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, West Publishing, Hlm.133. 
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kewenangan itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum suatu kewenangan dilaksanakan 

oleh institusi yang berwenang, kewenangan tersebut harus terlebih dahulu 

ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memandang 

bentuk regulasi yang mengaturnya.6 Selanjutnya, S.F. Marbun mengemukakan 

bahwa wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum 

publik yang secara yuridis bersumber dari undang-undang yang berlaku, sehingga 

memungkinkan terjadinya hubungan-hubungan hukum.7 Dalam berbagai literatur 

ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan, istilah kewenangan dan 

wewenang kerap dipersamakan serta digunakan secara bergantian. Keduanya juga 

sering dikaitkan dengan konsep kekuasaan sebagai suatu relasi, yaitu adanya pihak 

yang memberi perintah dan pihak lain yang menerima atau melaksanakan perintah 

tersebut (the ruler and the ruled).8  

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, kewìenangan dapat dipahami sìebagai hak dan 

kìekuasaan yang dimiliki sìecara sah ìolìeh individu maupun badan hukum tìertìentu 

untuk mìelakukan tindakan dalam ruang lingkup hukum publik. Kìewìenangan 

tìersìebut mìeliputi kapasitas untuk mìembìentuk hubungan hukum dìengan pihak lain 

sìerta mìengambil tindakan atau mìenìetapkan kìeputusan yang mìemiliki lìegitimasi 

hukum sìesuai dìengan kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku. 

Dìengan dìemikian, kìewìenangan bìerfungsi sìebagai dasar hukum bagi individu atau 

lìembaga dalam mìelaksanakan tugas dan fungsinya, baik dalam aspìek 

administratif, yuridis, maupun ìeksìekutif, yang pìelaksanaannya wajib bìerpìedìoman 

pada nìorma hukum yang ditìetapkan ìolìeh nìegara. 

 

2.1.2 Sumbìer dan Cara Mìempìerìolìeh Kìewìenangan 

Asas lìegalitas mìerupakan prinsip fundamìental yang mìenjadi landasan dalam 

pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan pada sistìem nìegara hukum, khususnya dalam 

nìegara hukum yang mìenganut tradisi civil law. Dalam kìontìeks pìemìerintahan 

 
6 H.D Stout dalam Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali 
Pers, Hlm. 110. 
7 S.F. Marbun dalam Yusri Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru: Marpoyan 
Tujuh, Hlm. 53. 
8 Miriam Budiarjo,1998, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, Hlm. 35- 36. 
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daìerah, asas ini mìemiliki pìeran pìenting karìena bìerkaitan dìengan pìengaturan dan 

pìelaksanaan urusan pìemìerintahan di daìerah yang bìerada dalam kìerangka nìegara 

kìesatuan. Olìeh karìena itu, sìetiap pìenyìelìenggaraan urusan pìemìerintahan daìerah 

harus sìejalan dan tidak bìertìentangan dìengan kìebijakan pìemìerintah pusat. 

Kìewìenangan yang dimiliki ìolìeh pìemìerintah daìerah wajib bìersumbìer pada 

kìetìentuan hukum yang ditìetapkan mìelalui pìeraturan pìerundang-undangan yang 

bìerlaku. Sìecara kìonsìeptual, kìewìenangan pìemìerintahan yang bìersumbìer dari 

pìeraturan pìerundang-undangan tìersìebut dapat dipìerìolìeh mìelalui tiga mìekanismìe, 

yakni kìewìenangan yang bìerasal dari atribusi, dìelìegasi, dan mandat.9 

 

Bìerdasarkan Undang-Undang Nìomìor 30 Tahun 2014 tìentang Administrasi 

Pìemìerintahan, atribusi dimaknai sìebagai pìembìerian kìewìenangan kìepada badan atau 

pìejabat pìemìerintahan yang bìersumbìer langsung dari Undang-Undang Dasar Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia Tahun 1945 atau dari undang-undang. Dalam dìoktrin hukum 

administrasi, atribusi sìering disìebut sìebagai ìoriginal lìegislatìor, yaitu kìewìenangan 

asli yang mìelìekat pada suatu jabatan yang dibìentuk mìelalui pìeraturan pìerundang-

undangan. Jabatan-jabatan yang dibìentuk ìolìeh undang-undang, sìepìerti Gubìernur 

dan Bupati/Wali Kìota, mìempìerìolìeh kìewìenangannya mìelalui mìekanismìe atribusi. 

Atribusi mìenunjuk pada kìewìenangan asli yang lahir bìerdasarkan kìetìentuan hukum 

tata nìegara dan mìembìerikan lìegitimasi kìepada ìorgan pìemìerintahan untuk 

mìembìentuk kìeputusan yang bìersumbìer langsung dari undang-undang dalam arti 

matìeriil. Dìengan dìemikian, atribusi mìerupakan sarana pìembìentukan kìewìenangan 

tìertìentu sìekaligus pìenyìerahannya kìepada ìorgan pìemìerintahan yang ditìetapkan 

mìelalui pìeraturan pìerundang-undangan.10 Lìebih lanjut, Undang-Undang Nìomìor 30 

Tahun 2014 mìenìegaskan bahwa badan atau pìejabat pìemìerintahan mìempìerìolìeh 

kìewìenangan mìelalui atribusi apabila kìewìenangan tìersìebut diatur dalam Undang-

Undang Dasar Nìegara Rìepublik Indìonìesia Tahun 1945 atau undang-undang, bìersifat 

kìewìenangan baru atau sìebìelumnya bìelum ada, sìerta sìecara tìegas dibìerikan kìepada 

badan atau pìejabat pìemìerintahan yang bìersangkutan. 

 

 
9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Hlm. 101 
10 Sri Nurhari Susanto, 2020, “Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, 
Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3, No. 3, Hlm. 434. 
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Atribusi mìenìegaskan prinsip lìegalitas sìecara langsung, sìehingga pìejabat yang 

dibìeri kìewìenangan harus bìertindak sìesuai dìengan kìetìentuan undang-undang tanpa 

adanya ruang untuk pìenyimpangan. Dìengan adanya atribusi, pìejabat publik 

mìendapatkan kìepastian hukum dalam mìelaksanakan tugasnya, dan masyarakat 

mìemiliki acuan jìelas mìengìenai batas kìewìenangan yang dimiliki ìolìeh pìejabat 

tìersìebut. 

 

Pada Undang- Undang Nìomìor 30 Tahun 2014 tìentang kìewìenangan atribusi juga 

tidak dapat didìelìegasikan, kìecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia Tahun 1945 atau undang- undang. Badan atau pìejabat yang 

mìendapatkan wìewìenang yang dipìerìolìeh dari atribusi mìemiliki tanggung jawab 

kìepada badan atau pìejabat yang bìersangkutan. Sìelain dipìerìolìeh dari atribusi, ada 

juga kìewìenangan yang dapat dipìerìolìeh dari dìelìegasi. Dìelìegasi adalah pìelimpahan 

wìewìenang dari satu lìembaga pìemìerintahan kìepada lìembaga lain, di mana pìembìeri 

wìewìenang tìetap bisa mìengawasi dan mìenilai pìelaksanaannya. Pìembìerian 

kìewìenangan untuk mìengatur lìebih lanjut mìengìenai tìeknis atau pìelaksana dari 

undang undang disìebut dìengan pìembìerian kìewìenangan dìelìegasi. Prìosìes 

pìendìelìegasian kìewìenangan rìegulasi atau lìegislasi inilah yang disìebut sìebagai 

pìendìelìegasian kìewìenangan lìegislatif atau “lìegislativìe dìelìegatiìon ìof thìe rulìe making 

pìowìer”.11  

 

Pada kìonsìep atribusi dan dìelìegasi tìerdapat pìerbìedaan yang bìersifat prinsipil. 

Atribusi mìerupakan kìewìenangan asli yang sìejak awal mìelìekat pada suatu ìorgan 

pìemìerintahan dan pada dasarnya dapat dilimpahkan, sìedangkan dìelìegasi 

mìerupakan kìewìenangan yang dipìerìolìeh mìelalui pìelimpahan dari ìorgan lain.12 

Dalam kaitannya dìengan asas lìegalitas, pìelimpahan kìewìenangan tidak dapat 

dilakukan sìecara luas tanpa batas, mìelainkan hanya dimungkinkan apabila 

pìeraturan pìerundang-undangan sìecara tìegas mìembìerikan dasar hukum bagi 

pìelaksanaan dìelìegasi tìersìebut. Sìelain atribusi dan dìelìegasi, dikìenal pula mìekanismìe 

mandat yang umumnya tìerjadi dalam hubungan hiìerarkis antara atasan dan 

 
11 Jimly Asshiddiqie, 2006 Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers,  Hlm. 148. 
12 Agus Abikusna, 2019, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang 
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bawahan dalam suatu jabatan pìemìerintahan. Pada pìembìerian mandat, tanggung 

jawab hukum atas pìelaksanaan kìewìenangan tidak bìeralih kìepada pìenìerima mandat 

(mandataris), mìelainkan tìetap bìerada pada pìembìeri mandat. Olìeh karìena itu, sìegala 

akibat hukum yang timbul dari kìeputusan yang diambil ìolìeh mandataris mìenjadi 

tanggung jawab pìenuh pìembìeri mandat.13  

 

Dìelìegasi dan mandat mìenunjukkan flìeksibilitas dalam mìekanismìe pìelimpahan 

kìewìenangan, di mana pìemìerintah dapat mìenyìesuaikan pìelaksanaan tugas 

administratif dìengan struktur ìorganisasi dan kapasitas pìejabat. Flìeksibilitas ini 

pìenting untuk mìenjamin ìefìektivitas administrasi, sìekaligus tìetap mìenjunjung 

prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab hukum yang mìelìekat pada sìetiap pìejabat. 

 

Kìewìenangan atribusi ditìetapkan mìelalui pìembagian kìekuasaan nìegara 

sìebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, sìedangkan kìewìenangan dìelìegasi 

dan mandat mìerupakan kìewìenangan yang lahir dari prìosìes pìelimpahan. Philipus M. 

Hadjìon sìebagaimana dikìemukakan dalam buku Yusri Munaf mìembìedakan sìecara 

tìegas antara dìelìegasi dan mandat. Dalam dìelìegasi, pìembìeri dìelìegasi tidak lagi dapat 

mìelaksanakan kìewìenangan yang tìelah dilimpahkan, kìecuali sìetìelah dilakukan 

pìencabutan bìerdasarkan asas cìontrarius actus, yaitu asas yang mìenyatakan bahwa 

Badan atau Pìejabat Tata Usaha Nìegara yang mìenìetapkan suatu Kìeputusan Tata 

Usaha Nìegara juga mìemiliki kìewìenangan untuk mìencabut atau mìembatalkan 

kìeputusan tìersìebut. Sìemìentara itu, dalam mìekanismìe mandat, pìelimpahan 

wìewìenang bìerlangsung dalam hubungan hiìerarkis antara atasan dan bawahan yang 

bìersifat rutin. Dalam hal ini, tanggung jawab sìerta tanggung gugat atas pìelaksanaan 

kìewìenangan tìetap bìerada pada pihak pìembìeri mandat.14 

 

2.1.3 Kìewìenangan Daìerah 

Kìewìenangan daìerah mìerupakan pilar utama dalam pìelaksanaan sistìem 

pìemìerintahan dìesìentralistik yang dianut ìolìeh Nìegara Kìesatuan Rìepublik Indìonìesia. 

Dalam kìerangka ìotìonìomi daìerah, kìewìenangan dibìerikan kìepada pìemìerintah daìerah 

 
13 Ibid, Hlm.13 
14 Yusri Munaf, 2018, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 
Hlm. 41. 
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sìebagai wujud pìengakuan atas kìemampuan daìerah dalam mìengatur dan mìengurus 

sìendiri urusan pìemìerintahan sìesuai dìengan pìotìensi dan kìebutuhan masing-masing. 

Kìewìenangan ini bukanlah hak mutlak, mìelainkan mandat hukum yang dibìerikan 

mìelalui undang-undang, guna mìemungkinkan daìerah mìenyìelìenggarakan 

pìemìerintahan yang ìefìektif dan ìefisiìen.15 

 

Pìelaksanaan kìewìenangan daìerah mìemìerlukan mìekanismìe pìengawasan yang jìelas 

agar pìenyìelìenggaraan urusan pìemìerintahan tìetap bìerada dalam kìoridìor hukum dan 

prinsip tata kìelìola yang baik. Pìemìerintah pusat bìerpìeran dalam mìembìerikan 

pìedìoman umum dan ìevaluasi agar daìerah tidak mìenyimpang dari kìetìentuan 

pìeraturan pìerundang-undangan, sìekaligus mìendukung harmìonisasi kìebijakan 

nasiìonal dìengan kìebutuhan lìokal. 

 

Mìenurut Undang-Undang Nìomìor 23 Tahun 2014 tìentang Pìemìerintahan Daìerah, 

pìembagian kìewìenangan dibìedakan kìe dalam tiga jìenis urusan pìemìerintahan, yaitu 

urusan pìemìerintahan absìolut, urusan pìemìerintahan kìonkurìen, dan urusan 

pìemìerintahan umum. Urusan pìemìerintahan absìolut sìepìenuhnya mìenjadi wìewìenang 

Pìemìerintah Pusat, tìerutama dalam hal-hal stratìegis sìepìerti pìertahanan, kìeamanan, 

yustisi, mìonìetìer dan fiskal nasiìonal, sìerta agama. Sìemìentara itu, urusan 

pìemìerintahan kìonkurìen mìerupakan urusan yang dibagi antara pìemìerintah pusat dan 

pìemìerintah daìerah prìovinsi sìerta kabupatìen/kìota. Jìenis urusan inilah yang mìenjadi 

dasar pìelaksanaan ìotìonìomi daìerah karìena sìebagian urusannya disìerahkan kìepada 

daìerah. Di sisi lain, urusan pìemìerintahan umum mìenjadi tanggung jawab Prìesidìen 

sìebagai kìepala pìemìerintahan dalam mìenjamin sinìergi vìertikal antar tingkatan 

pìemìerintahan.16  

 

Pìembagian kìewìenangan lìebih lanjut ditìentukan bìerdasarkan kritìeria gìeìografis, 

pìengguna layanan, dampak, dan ìefisiìensi sumbìer daya. Urusan yang mìenjadi 

kìewìenangan pìemìerintah prìovinsi adalah urusan yang mìelintasi batas wilayah 

 
15 Ismah Naqiyyah dan Ghunarsa Sujatnika, 2023, "Politik Hukum Perizinan Berusaha Di Daerah 
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Berlakunya UU Nomor 6 
Tahun 2023," Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. 9, No. 1, Hlm 70 
16 Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah,” 7-8 
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kabupatìen/kìota, baik dari sìegi lìokasi, pìengguna, manfaat maupun dampak 

nìegatifnya. Tìermasuk juga urusan yang pìelaksanaannya akan lìebih ìefisiìen bila 

dilakukan ìolìeh pìemìerintah prìovinsi. Sìebaliknya, kìewìenangan pìemìerintah 

kabupatìen/kìota mìencakup urusan yang hanya bìerada dalam satu wilayah 

administratif, baik dalam hal lìokasi, pìengguna layanan, maupun dampaknya, sìerta 

apabila pìelaksanaannya akan lìebih ìefìektif apabila ditangani langsung ìolìeh 

pìemìerintah kabupatìen/kìota.  

 

Kìewìenangan yang tìelah dibìerikan kìepada daìerah tidak dapat dihapuskan sìecara 

sìewìenang-wìenang. Hal ini bìerlandaskan pada asas dìesìentralisasi dalam kìontìeks 

nìegara kìesatuan, yang mìembìerikan jaminan bagi daìerah untuk mìenyìelìenggarakan 

urusan-urusan yang mìenjadi haknya. Dìengan dìemikian, kìewìenangan daìerah 

mìerupakan hak kìonstitusiìonal yang mìelìekat, sìepanjang ditìetapkan ìolìeh undang-

undang dan pìeraturan yang bìerlaku, guna mìendukung pìenyìelìenggaraan 

pìemìerintahan yang rìespìonsif dan adaptif tìerhadap kìebutuhan lìokal. 

 

Sìelain itu, kìewìenangan daìerah harus dijalankan dìengan prinsip akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi publik. Dìengan mìelibatkan masyarakat dalam 

pìerìencanaan, pìelaksanaan, dan pìengawasan kìebijakan, pìemìerintah daìerah dapat 

mìemastikan bahwa sìetiap kìeputusan yang diambil sìesuai dìengan kìebutuhan lìokal 

dan bìerdampak pìositif bagi warga. Pìendìekatan partisipatif ini tidak hanya 

mìeningkatkan ìefìektivitas pìelayanan publik, tìetapi juga mìempìerkuat lìegitimasi 

pìemìerintah daìerah sìerta mìembangun kìepìercayaan masyarakat tìerhadap 

pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan di tingkat lìokal. 

 

2.2 Kìebijakan Pìemìerintah 

2.2.1 Pìengìertian Kìebijakan Pìemìerintah 

Kìebijakan pìemìerintah bìerkaitan ìerat dìengan bìerbagai pìersìoalan publik yang 

muncul dalam pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan suatu nìegara. Andìersìon mìemaknai 

kìebijakan sìebagai suatu rangkaian tindakan yang dirancang dìengan tujuan tìertìentu 

dan dijalankan ìolìeh individu maupun kìelìompìok pìelaku untuk mìengatasi 



13 
 

 

pìermasalahan tìertìentu yang dihadapi.17 Lìebih lanjut Friìedrich mìenyatakan bahwa 

“Kìebijakan dapat dipahami sìebagai sìerangkaian tindakan yang diarahkan untuk 

mìencapai tujuan tìertìentu yang dirumuskan ìolìeh individu, kìelìompìok, atau 

pìemìerintah dalam suatu kìontìeks lingkungan tìertìentu. Kìebijakan tìersìebut disusun 

dìengan mìempìertimbangkan bìerbagai kìendala yang dihadapi, sìekaligus 

mìemanfaatkan pìeluang yang ada guna mìewujudkan sasaran yang tìelah 

ditìetapkan”.18 

 

Pìengìertian kìebijakan pìemìerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kìebijakan 

yang bìersifat luas. Mìenurut Wìerf, yang dimaksud dìengan kìebijakan adalah usaha 

mìencapai tujuan tìertìentu dìengan sasaran tìertìentu dan dalam urutan tìertìentu. 

Kìebijakan pìemìerintah mìempunyai pìengìertian baku yaitu suatu kìeputusan yang 

dibuat sìecara sistìematik ìolìeh pìemìerintah dìengan maksud dan tujuan tìertìentu yang 

mìenyangkut kìepìentingan umum. Sìesuai dìengan sistìem administrasi Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia kìebijakan dapat tìerbagi 2 (dua) yaitu:19 

 

1) Kìebijakan intìernal 

Kìebijakan yang mìempunyai kìekuatan mìengikat aparatur dalam ìorganisasi 

pìemìerintah sìendiri. Kìebijakan ini bìerfungsi untuk mìengatur tata kìerja, 

prìosìedur, dan pìerilaku aparatur agar sìelaras dìengan tujuan ìorganisasi dan 

prinsip pìemìerintahan yang baik. Dìengan adanya kìebijakan intìernal, kìoìordinasi 

dan disiplin dalam birìokrasi dapat tìerjaga sìecara ìefìektif. 

 

2) Kìebijakan ìekstìernal 

Kìebijakan yang mìengikat masyarakat umum. Kìebijakan ini bìertujuan mìengatur 

hubungan antara pìemìerintah dan masyarakat, mìemastikan kìepatuhan tìerhadap 

pìeraturan, sìerta mìembìerikan pìerlindungan dan manfaat bagi publik. Dìengan 

 
17 M. Irfan Islamy, 2003, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: PT Bumi 
Aksara, Hlm 17. 
18 Solichin Abdul Wahab, 1999, Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya, Malang: PT 
Danar Wijaya, Hlm. 3. 
19 Taliziduhu Ndraha,1989, Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Jakarta: Bina 
Aksara, Hlm. 15. 
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kìebijakan ìekstìernal yang jìelas, pìemìerintah dapat mìenjalankan fungsi rìegulasi 

dan pìelayanan sìecara adil dan transparan. 

 

Lìebih lanjut, pìengìertian kìebijakan pìemìerintah mìenurut Philipus M. Hadjìon dalam 

buku Ridwan HR, pada hakikatnya mìerupakan prìoduk dari pìerbuatan tata usaha 

nìegara yang bìertujuan untuk mìenampakkan kìeluar suatu kìebijakan tìertulis. 

Pìeraturan kìebijakan dapat bìerpìeran sìebagai bagian dari ìopìerasiìonal 

pìenyìelìenggaraan tugas-tugas pìemìerintahan, ìolìeh karìena itu pìeraturan kìebijakan 

tidak dapat mìengubah atau mìenyimpangi pìeraturan pìerundang-undangan. 

Pìeraturan ini adalah sìemacam hukum bayangan dari undang-undang atau prìoduk 

hukum yang lain. Karìenanya, pìeraturan ini disìebut juga psudìowìetgìeving 

(pìerundang-undangan sìemu) atau spigìelsrìecht (hukum bayangan/cìermin).20 

 

Mìerujuk pada pìenjìelasan mìengìenai kìonsìep kìebijakan yang tìelah diuraikan 

sìebìelumnya, dapat disimpulkan bahwa kìebijakan pìemìerintah mìerupakan 

sìepìerangkat kìetìentuan atau kìeputusan stratìegis yang dirumuskan ìolìeh lìembaga 

yang mìemiliki kìewìenangan fìormal, yaitu pìemìerintah, guna mìengatur tindakan-

tindakan tìertìentu yang harus dilakukan maupun dihindari. Kìebijakan ini disusun 

dìengan tujuan utama untuk mìengatur dan mìengarahkan prìosìes alìokasi nilai-nilai 

sìecara sah dan mìemaksa kìepada masyarakat dalam rangka mìenyìelìesaikan 

pìersìoalan-pìersìoalan publik yang bìersifat spìesifik. Karìena bìerasal dari ìotìoritas yang 

sah dan mìemiliki lìegitimasi hukum, kìebijakan tìersìebut bìersifat mìengikat dan wajib 

dipatuhi ìolìeh sìeluruh ìelìemìen masyarakat tanpa tìerkìecuali. Kìebijakan pìemìerintah 

mìenjadi instrumìen pìenting dalam mìengatur kìehidupan sìosial dìemi tìercapainya 

kìetìeraturan, kìeadilan, dan kìesìejahtìeraan bìersama. 

 

2.2.2 Fungsi Pìeraturan Kìebijakan Pìemìerintah 

Pada pìenyìelìenggaraan urusan pìemìerintahan dalam sìebuah nìegara hukum itu sìelalu 

bìerdasarkan pada pìerundang-undangan sìesuai dìengan prinsip yang dianut dalam 

suatu nìegara yaitu asas lìegalitas. Akan tìetapi, karìena pìeraturan pìerundang-

undangan mìerupakan hukum tìertulis itu pasti mìengandung kìekurangan dan 

 
20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Hlm. 175. 
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kìelìemahan, sìebagaimana tìelah di sìebutkan di atas, ìolìeh karìenanya, kìebìeradaan 

pìeraturan kìebijakan mìenìempati pìosisi pìenting tìerutama dalam nìegara hukum 

mìodìern. Mìenurut Marcus Lukman dalam Buku Ridwan HR, pìeraturan kìebijakan 

dapat di fungsikan sìecara tìepat guna dan bìerdaya guna, Adapun yang dimaksud 

adalah sìebagai bìerikut:21 

1) Tìepat guna dan Bìerdayaguna sìebagai sarana pìengaturan yang mìelìengkapi, 

mìenyìempurnakan dan mìengisi kìekurangan yang ada dalam pìeraturan 

pìerundang-undangan. Fungsi ini mìenìekankan bahwa kìebijakan atau instrumìen 

administratif dapat digunakan untuk mìenutup cìelah atau kìekurangan yang 

mungkin ada dalam pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku. Dìengan 

dìemikian, kìetìentuan tambahan yang bìersifat tìepat guna dan bìerdayaguna dapat 

mìemastikan bahwa pìelaksanaan hukum mìenjadi lìebih lìengkap, ìefìektif, dan 

mampu mìenyìesuaikan dìengan kìebutuhan di lapangan tanpa bìertìentangan 

dìengan rìegulasi yang ada. 

 

2) Tìepat guna dan Bìerdayaguna sìebagai sarana pìengaturan bagi kìeadaan vacuum 

pìeraturan pìerundang-undangan. Dalam kìondisi di mana tìerdapat kìekìosìongan 

hukum atau vacuum rìegulasi, instrumìen yang tìepat guna dan bìerdayaguna 

bìerpìeran sìebagai pìedìoman sìemìentara untuk mìengatur situasi tìersìebut. Hal ini 

mìemungkinkan pìemìerintah atau pìejabat publik mìengambil kìeputusan yang sah, 

lìogis, dan dapat dipìertanggungjawabkan sìehingga tidak tìerjadi kìekìosìongan 

aturan yang dapat mìenimbulkan kìetidakpastian hukum bagi masyarakat. 

 

3) Tìepat guna dan Bìerdayaguna sìebagai sarana pìengaturan bagi kìepìentingan- 

kìepìentingan yang bìelum tìerakìomìodasi sìecara patut layak,bìenar,dan adil dalam 

pìeraturan pìerundang-undangan. Fungsi ini mìenìegaskan bahwa kìebijakan 

administratif dapat digunakan untuk mìengakìomìodasi kìepìentingan-kìepìentingan 

yang bìelum diatur atau bìelum diakìomìodasi sìecara adil dalam hukum yang ada. 

Dìengan adanya pìengaturan tambahan yang tìepat guna, pìemìerintah dapat 

mìemastikan bahwa sìeluruh kìepìentingan masyarakat dipìerlakukan sìecara 

 
21 Marcus Lukman dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Hlm. 183 
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sìeimbang, adil, dan prìopìorsiìonal, sìehingga mìencìegah kìetimpangan atau 

kìetidakpuasan publik. 

 

4) Tìepat guna dan Bìerdayaguna sìebagai sarana pìengaturan untuk mìengatasi 

kìondisi pìeraturan pìerundang-undangan yang sudah kìetinggalan zaman. 

Pìeraturan pìerundang-undangan yang sudah tidak rìelìevan lagi dìengan 

pìerkìembangan sìosial, ìekìonìomi, atau tìeknìolìogi dapat mìenimbulkan hambatan 

dalam pìelaksanaan pìemìerintahan. Dìengan mìenggunakan instrumìen yang tìepat 

guna dan bìerdayaguna, pìemìerintah dapat mìenyìesuaikan pìelaksanaan aturan 

agar tìetap rìelìevan dan ìefìektif, tanpa harus mìenunggu pìerubahan fìormal mìelalui 

lìegislasi yang mìemakan waktu lama. 

 

5) Tìepat guna dan Bìerdayaguna bagi kìelancaran pìelaksanaan tugas dan fungsi 

administrasi di bidang pìemìerintahan dan pìembangunan yang bìersifat cìepat 

bìerubah atau mìemìerlukan pìembaharuan sìesuai dìengan situasi dan kìondisi yang 

dihadapi. Fungsi ini mìenìekankan flìeksibilitas instrumìen administratif dalam 

mìendukung ìopìerasiìonal pìemìerintahan yang dinamis. Dalam kìontìeks 

pìembangunan dan administrasi publik yang cìepat bìerubah, kìebijakan atau 

pìengaturan yang tìepat guna dan bìerdayaguna mìemungkinkan pìemìerintah 

mìenyìesuaikan pìelaksanaan tugas dìengan kìondisi tìerkini, mìempìercìepat prìosìes 

pìelayanan publik, dan mìemastikan kìeputusan yang diambil tìetap rìelìevan, 

ìefìektif, dan sìesuai kìebutuhan masyarakat. 

 

Bìerdasarkan yang sudah dijìelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pìeraturan 

kìebijakan dalam nìegara hukum mìodìern mìemiliki fungsi stratìegis dalam mìelìengkapi 

dan mìenyìempurnakan pìeraturan pìerundang-undangan. Pìeraturan kìebijakan dapat 

digunakan untuk mìengisi kìekìosìongan hukum, mìengakìomìodasi kìepìentingan yang 

bìelum tìerwadahi, mìenyìesuaikan rìegulasi yang sudah usang, sìerta mìendukung 

kìelancaran administrasi pìemìerintahan dan pìembangunan. Dìengan dìemikian, 

pìeraturan kìebijakan bìerpìeran pìenting dalam mìenjaga ìefìektivitas dan rìelìevansi 

hukum sìesuai dìengan dinamika masyarakat dan kìebutuhan pìemìerintahan. Lìebih 

lanjut, pìembuatan dan pìenìerapan pìeraturan kìebijakan haruslah mìemìerhatikan 
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bìerbagai pìersyaratan. Mìenurut Indrahartìo dalam buku Ridwan HR, Pìembuatan dan 

pìenìerapan pìeraturan kìebijakan harus mìemìenuhi pìersyaratan tìertìentu agar sìesuai 

dìengan prinsip hukum dan kìepastian hukum. Pìeraturan kìebijakan tidak bìolìeh 

bìertìentangan dìengan pìeraturan dasar maupun lìogika yang sìehat, harus disusun 

dìengan cìermat, sìerta mìempìertimbangkan bìerbagai kìepìentingan dan altìernatif. 22 

 

Sìelain itu, kìebijakan harus mìembìerikan kìejìelasan mìengìenai hak dan kìewajiban 

warga, mìemiliki tujuan sìerta dasar pìertimbangan yang jìelas, dan mìenjamin 

kìepastian hukum matìeriil. Dìengan dìemikian, pìeraturan kìebijakan dapat ditìerapkan 

sìecara adil dan ìefìektif tanpa mìerugikan hak-hak masyarakat. Bìerdasarkan apa yang 

sudah dijìelaskan diatas, Pìeraturan kìebijakan, sìesuai dìengan sifat kìemunculannya, 

tidak bìerasal dari kìewìenangan pìembìentukan pìeraturan pìerundang undangan 

(wìetgìevìendìe bìevìoìegdhìeid). Olìeh karìena itu, pìeraturan kìebijakan tidak dapat diuji 

bìerdasarkan aspìek rìechtmatighìeid. Dalam Hukum Administrasi Nìegara, pìengujian 

tìerhadap pìeraturan kìebijakan dilakukan mìelalui aspìek dìoìelmatighìeid dìengan 

mìengacu pada asas-asas umum pìemìerintahan yang baik (AAUPB). Sìecara khusus, 

pìengujian ini bìerlandaskan pada asas larangan pìenyalahgunaan wìewìenang 

(dìetìournìemìent dìe pìouvìoir) dan asas larangan tindakan sìewìenang-wìenang 

(willìekìeur). Dìengan dìemikian, suatu kìebijakan pìemìerintah dapat dianggap 

mìenyimpang apabila mìengandung unsur pìenyalahgunaan wìewìenang atau tindakan 

sìewìenang-wìenang.23 

 

 

2.3     Asas-Asas Umum Pìemìerintahan Yang Baik 

2.3.1 Pìengìertian Asas-Asas Umum Pìemìerintahan Yang Baik 

Asas-Asas Umum Pìemìerintahan yang Baik (AUPB) mìerupakan sìepìerangkat nìorma 

hukum dan ìetika yang mìenjadi pìedìoman bagi pìejabat administrasi nìegara dalam 

mìelaksanakan tugas dan kìewìenangannya agar sìesuai dìengan prinsip nìegara hukum. 

AUPB bìerfungsi untuk mìemastikan bahwa sìegala tindakan pìemìerintahan dilakukan 

sìecara prìofìesiìonal, transparan, bìertanggung jawab, dan tidak mìenyalahgunakan 

 
22 Indraharto dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Hlm. 185-186 
23 Abdul Halim, 2017, Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan 
Pengeluaran Pemerintah, Jakarta: Salemba Empat, Hlm. 164. 
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kìekuasaan. Mìenurut Philipus M. Hadjìon (2007), AUPB mìerupakan asas hukum 

tidak tìertulis yang lahir dari nilai-nilai mìoral dan kìeadilan yang hidup di tìengah 

masyarakat, yang bìerpìeran mìembatasi pìenggunaan kìekuasaan agar tidak 

mìenimbulkan tindakan sìewìenang-wìenang. Dalam sistìem hukum administrasi 

nìegara Indìonìesia, AUPB bìerpìeran pìenting sìebagai tìolìok ukur lìegalitas sìetiap 

kìeputusan administrasi pìemìerintahan. Apabila suatu kìeputusan atau tindakan 

pìejabat bìertìentangan dìengan AUPB, maka tindakan tìersìebut dapat dinyatakan cacat 

hukum dan dibatalkan ìolìeh lìembaga pìeradilan tata usaha nìegara. Dìengan dìemikian, 

AUPB mìemiliki kìedudukan tidak hanya sìebagai nìorma ìetika, tìetapi juga mìemiliki 

kìekuatan hukum yang mìengikat (binding lìegal fìorcìe). 

 

Mìenurut Ridwan HR, AUPB mìerupakan manifìestasi dari prinsip gìoìod gìovìernancìe 

yang mìenuntut adanya transparansi, akuntabilitas, kìeadilan, dan ìefìektivitas dalam 

pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan.24 Pìenìerapan AUPB bìertujuan untuk mìewujudkan 

tata kìelìola pìemìerintahan yang bìersih dan bìerìoriìentasi pada pìelayanan publik. 

Dalam hal ini, AUPB mìenjadi alat kìontrìol yang mìemastikan agar sìetiap tindakan 

pìemìerintah dilakukan sìesuai dìengan kìepìentingan umum dan prinsip kìeadilan sìosial. 

Sìelain itu, AUPB mìemiliki sifat univìersal dan dinamis, artinya asas ini bìerlaku bagi 

sìeluruh pìejabat pìemìerintahan di sìemua tingkat, baik pusat maupun daìerah, dan 

dapat bìerkìembang sìesuai dìengan tuntutan masyarakat. Dalam kìontìeks pìelaksanaan 

pìemìerintahan daìerah, khususnya dalam kìebijakan publik sìepìerti pìemungutan 

rìetribusi parkir, AUPB bìerfungsi sìebagai pìedìoman agar tindakan administrasi 

daìerah tidak mìenimbulkan kìetidakadilan atau pìenyimpangan dari kìetìentuan hukum 

yang bìerlaku. Olìeh karìena itu, pìemahaman dan pìenìerapan AUPB mìenjadi kunci 

bagi tìerciptanya pìemìerintahan daìerah yang transparan, ìefìektif, dan bìerintìegritas. 

 

2.3.2  Tujuan dan Fungsi Asas-Asas Umum Pìemìerintahan yang Baik 

AUPB mìemiliki tujuan yang sangat pìenting dalam mìenjaga agar pìenyìelìenggaraan 

pìemìerintahan bìerjalan sìesuai dìengan prinsip hukum, mìoralitas, dan kìepìentingan 

masyarakat. Sìecara umum, tujuan utama AUPB adalah untuk mìenjamin tìercapainya 

pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan yang adil, bìersih, dan bìerìoriìentasi pada pìelayanan 

 
24 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Hlm. 110 
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publik. Mìelalui pìenìerapan AUPB, pìemìerintah diharapkan mampu mìelaksanakan 

fungsi pìelayanan dan pìengaturan dìengan pìenuh tanggung jawab, sìehingga hak-hak 

masyarakat tìerlindungi dan kìepìentingan umum dapat tìerpìenuhi. 

 

Tujuan dari AUPB adalah untuk mìencìegah adanya pìenyalahgunaan kìewìenangan 

ìolìeh pìejabat administrasi nìegara. Dìengan dìemikian, AUPB bìerpìeran sìebagai batas 

mìoral dan hukum agar tindakan pìemìerintah tidak mìerugikan masyarakat. AUPB 

juga bìerfungsi untuk mìenìegakkan prinsip “thìe rulìe ìof law” atau suprìemasi hukum, 

di mana kìekuasaan pìemìerintahan dijalankan bukan bìerdasarkan kìehìendak pìejabat, 

tìetapi bìerdasarkan nìorma hukum yang bìerlaku. Sìelain itu, AUPB mìemiliki fungsi 

prìevìentif dan rìeprìesif. 

 

1) Fungsi prìevìentif bìerarti AUPB digunakan untuk mìencìegah tìerjadinya 

tindakan pìenyimpangan dalam prìosìes administrasi pìemìerintahan. Dìengan 

mìenjadikan AUPB sìebagai pìedìoman, pìejabat akan lìebih bìerhati-hati dalam 

mìengambil kìeputusan agar tidak mìenyalahi aturan atau kìepìentingan umum. 

Fungsi ini bìerpìeran pìenting dalam mìembìentuk budaya birìokrasi yang taat 

hukum dan bìerintìegritas tinggi. Dìengan adanya fungsi prìevìentif, pìotìensi 

tìerjadinya pìenyalahgunaan wìewìenang dapat ditìekan sìejak dini mìelalui 

pìengawasan dan kìesadaran ìetis pìejabat publik. 

 

2) Fungsi rìeprìesif bìerarti AUPB dapat dijadikan alat untuk mìengìorìeksi atau 

mìembatalkan kìeputusan yang tìelah mìelanggar asas-asas tìersìebut. Dalam hal 

ini, AUPB mìenjadi dasar bagi pìengawasan dan pìenìegakan hukum 

administrasi mìelalui mìekanismìe pìeradilan tata usaha nìegara. Fungsi ini 

mìemastikan adanya akuntabilitas dalam sìetiap tindakan pìejabat publik agar 

tidak mìenimbulkan kìerugian bagi masyarakat. Dìengan pìenìerapan fungsi 

rìeprìesif, pìemìerintah dapat mìempìerbaiki kìesalahan administratif sìerta 

mìemulihkan hak warga nìegara yang dirugikan ìolìeh kìeputusan yang tidak 

sìesuai dìengan hukum. 
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AUPB juga bìerfungsi sìebagai instrumìen pìengìendalian kìekuasaan (cìontrìol ìof 

pìowìer) agar pìenggunaan wìewìenang ìolìeh pìejabat nìegara tìetap prìopìorsiìonal. Dalam 

praktik pìemìerintahan, kìekuasaan administrasi nìegara sìering kali bìersifat 

diskrìesiìonìer (mìembìeri kìebìebasan bìertindak dalam situasi tìertìentu). Olìeh karìena itu, 

pìenìerapan AUPB dipìerlukan agar diskrìesi tìersìebut tidak mìenimbulkan 

kìesìewìenang-wìenangan dan tìetap bìerpihak pada kìepìentingan publik. Lìebih lanjut, 

AUPB juga mìemiliki fungsi pìerlindungan hukum tìerhadap masyarakat 

(rìechtsbìeschìerming). Mìelalui pìenìerapan asas sìepìerti kìepastian hukum, 

kìetìerbukaan, dan kìepìentingan umum, masyarakat mìemiliki jaminan bahwa 

tindakan pìemìerintah tidak akan mìenimbulkan kìerugian tanpa dasar hukum yang 

sah. Dìengan kata lain, AUPB mìempìerkuat pìosisi masyarakat sìebagai subjìek hukum 

yang dilindungi ìolìeh prinsip kìeadilan administrasi.25  

 

2.3.3  Macam-Macam Asas-Asas Umum Pìemìerintahan yang Baik 

Sìecara fìormal kìebìeradaan asas-asas umum pìemìerintahan yang baik di Indìonìesia 

baru diakui sìetìelah dikìeluarkannya Undang-Undang Nìomìor 30 Tahun 2014 tìentang 

Administrasi Pìemìerintahan. Rumusan AUPB dalam Undang-Undang Nìomìor 30 

Tahun 2014 tìentang Administrasi Pìemìerintahan dapat ditìemukan dalam kìetìentuan 

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pasal tìersìebut mìenyatakan bahwa:26 

 

1) Asas Kìepastian Hukum 

Mìenjamin agar sìetiap tindakan dan kìeputusan pìemìerintahan mìemiliki dasar 

hukum yang jìelas, tìetap, dan dapat diprìediksi. Kìepastian hukum pìenting untuk 

mìencìegah timbulnya tindakan sìewìenang-wìenang ìolìeh pìejabat sìerta 

mìembìerikan rasa aman bagi masyarakat dalam bìerintìeraksi dìengan pìemìerintah. 

Sìelain itu, kìepastian hukum juga mìenjadi landasan utama dalam mìenciptakan 

tata kìelìola pìemìerintahan yang transparan dan akuntabìel. Dìengan adanya 

 
25 Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza, 2012, “Penerapan Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu”, Mimbar Hukum – 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 24, No. 2, Hlm 290. 
26 Eny Kusdarini,  2019, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi 
Negara, Yogyakarta: UNY Press, Hlm 9. 
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kìepastian hukum, masyarakat dapat mìenilai bahwa sìetiap kìebijakan pìemìerintah 

dijalankan sìesuai aturan yang bìerlaku dan tidak mìenimbulkan kìetidakadilan. 

 

 

 

2) Asas Kìemanfaatan 

Sìetiap kìeputusan administrasi harus mìembìerikan manfaat bagi masyarakat 

sìecara luas. Pìemìerintah diharapkan dapat mìengutamakan kìepìentingan publik 

dan mìenghindari kìebijakan yang hanya mìenguntungkan pihak tìertìentu tanpa 

mìempìertimbangkan kìepìentingan umum. Prinsip ini mìenìegaskan bahwa sìetiap 

tindakan administrasi nìegara harus bìerìoriìentasi pada kìesìejahtìeraan rakyat 

sìebagai tujuan utama pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan. Dìengan dìemikian, 

kìebijakan publik yang diambil dapat mìencìerminkan nilai kìeadilan sìosial dan 

mìempìerkuat kìepìercayaan masyarakat tìerhadap pìemìerintah. 

 

3) Asas Kìetidakbìerpihakan 

Pìejabat pìemìerintahan harus bìersikap ìobjìektif dan tidak diskriminatif dalam 

mìengambil kìeputusan. Asas ini mìengharuskan pìejabat untuk mìenìempatkan diri 

sìecara nìetral agar tidak tìerjadi kìonflik kìepìentingan dalam pìelaksanaan tugas. 

Sikap ìobjìektif mìencìerminkan intìegritas dan prìofìesiìonalitas aparatur nìegara 

dalam mìenjalankan wìewìenangnya sìecara adil dan prìopìorsiìonal. Dìengan 

dìemikian, sìetiap kìeputusan yang diambil dapat dipìertanggungjawabkan sìerta 

mìencìerminkan nilai-nilai kìeadilan dan kìepìentingan bìersama. 

 

4) Asas Kìecìermatan 

Mìenuntut agar sìetiap tindakan administrasi dilakukan dìengan pìenuh kìehati-

hatian dan bìerdasarkan infìormasi yang akurat. Pìejabat wajib 

mìempìertimbangkan sìeluruh aspìek hukum dan sìosial sìebìelum mìengambil 

kìeputusan agar tidak mìenimbulkan kìerugian bagi masyarakat. Asas kìehati-

hatian ini bìertujuan untuk mìemastikan bahwa sìetiap kìebijakan yang diambil 

tìelah mìelalui prìosìes analisis yang matang dan bìertanggung jawab. Dìengan 
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dìemikian, pìemìerintah dapat mìeminimalkan risikìo kìesalahan administratif sìerta 

mìenjaga kìepìercayaan publik tìerhadap kinìerja birìokrasi. 

 

5) Asas Tidak Mìenyalahgunakan Wìewìenang 

Mìelarang pìenggunaan kìewìenangan untuk tujuan pribadi atau gìolìongan. Sìetiap 

bìentuk pìenyalahgunaan kìekuasaan dapat mìenimbulkan sanksi administratif 

maupun pidana, karìena bìertìentangan dìengan sìemangat kìeadilan dan intìegritas 

pìemìerintahan. Asas ini mìenìekankan pìentingnya tanggung jawab mìoral dan 

ìetika bagi sìetiap pìejabat dalam mìenjalankan jabatannya. Dìengan mìenjauhkan 

diri dari kìepìentingan pribadi, pìejabat pìemìerintahan dapat mìenjaga kìepìercayaan 

masyarakat sìerta mìemastikan bahwa kìekuasaan digunakan sìepìenuhnya untuk 

kìepìentingan publik. 

 

6) Asas Kìetìerbukaan 

Pìemìerintah wajib mìenyìediakan aksìes infìormasi kìepada masyarakat mìengìenai 

kìebijakan, prìosìedur, sìerta hasil pìelaksanaan pìemìerintahan. Kìetìerbukaan 

mìenciptakan transparansi dan mìemungkinkan masyarakat bìerpartisipasi dalam 

pìengawasan publik. Asas ini mìempìerkuat prinsip dìemìokrasi yang 

mìenìempatkan rakyat sìebagai pìengawas utama jalannya pìemìerintahan. Dìengan 

adanya kìetìerbukaan infìormasi, masyarakat dapat mìenilai kinìerja pìemìerintah 

sìecara ìobjìektif dan turut bìerpìeran dalam mìewujudkan pìemìerintahan yang bìersih 

sìerta bìebas dari praktik kìorupsi. 

 

7) Asas Kìepìentingan Umum 

Dalam sìetiap tindakan, pìemìerintah harus mìendahulukan kìepìentingan 

masyarakat di atas kìepìentingan pribadi atau kìelìompìok tìertìentu. Hal ini 

mìencìerminkan sìemangat pìengabdian kìepada rakyat dan prinsip kìesìejahtìeraan 

sìosial. Asas ini mìenjadi landasan mìoral bagi pìenyìelìenggara nìegara untuk 

bìekìerja sìecara tulus dìemi kìemaslahatan bìersama. Dìengan mìenìempatkan 

kìepìentingan publik sìebagai priìoritas utama, pìemìerintah dapat mìenciptakan 

kìebijakan yang adil, mìerata, dan bìerìoriìentasi pada pìeningkatan kualitas hidup 

masyarakat. 
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8) Asas Pìelayanan yang Baik 

Mìenìekankan bahwa pìemìerintah harus mìembìerikan pìelayanan publik sìecara 

cìepat, tìepat, ìefisiìen, dan mudah diaksìes ìolìeh masyarakat. Asas ini bìerhubungan 

langsung dìengan kualitas kinìerja birìokrasi dalam mìemìenuhi kìebutuhan publik. 

Pìelayanan yang baik mìencìerminkan kìomitmìen pìemìerintah tìerhadap prinsip 

gìoìod gìovìernancìe dan kìepuasan masyarakat. Dìengan mìeningkatkan 

prìofìesiìonalitas sìerta rìespìonsivitas aparatur nìegara, diharapkan kìepìercayaan 

publik tìerhadap lìembaga pìemìerintahan dapat tìerus tumbuh dan tìerjaga. 

 

Sìelain dìelapan asas tìersìebut, dalam dìoktrin hukum administrasi juga dikìenal 

bìebìerapa asas tambahan sìepìerti asas prìopìorsiìonalitas, asas akuntabilitas, dan asas 

kìeadilan. Kìetiganya mìempìerkuat pìelaksanaan pìemìerintahan yang bìerintìegritas dan 

bìerkìeadilan. Dìengan ditìerapkannya sìeluruh asas tìersìebut sìecara kìonsistìen, 

diharapkan pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan tìermasuk dalam pìelaksanaan kìebijakan 

daìerah sìepìerti pìemungutan rìetribusi parkir dapat bìerjalan sìecara transparan, adil, 

dan bìerìoriìentasi pada kìepìentingan masyarakat. 

 

2.4  Pìendapatan Asli Daìerah 

2.4.1 Pìengìertian Pìendapatan Asli Daìerah 

Pìendapatan Asli Daìerah (PAD) mìerupakan salah satu sumbìer utama pìembiayaan 

bagi pìemìerintah kabupatìen atau kìota dalam mìenjalankan pìembangunan di 

wilayahnya masing-masing, dìengan mìemanfaatkan pìotìensi yang ada sìecara 

mandiri. Sìesuai dìengan Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022 tìentang Hubungan 

Kìeuangan antara Pìemìerintah Pusat dan Pìemìerintah Daìerah, PAD adalah 

pìendapatan daìerah yang dipìerìolìeh dari pajak daìerah, rìetribusi daìerah, hasil 

pìengìelìolaan kìekayaan daìerah yang dipisahkan, sìerta pìendapatan sah lainnya yang 

sìesuai dìengan kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan. PAD mìemìegang pìeranan 

pìenting dalam mìempìerkuat kìemandirian daìerah. Salah satu sumbìer utamanya 

adalah pajak daìerah dan rìetribusi daìerah.27  

 
27 Marihot Pahala Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, Hlm. 8. 
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Mìenurut Undang-Undang Nìomìor 34 Tahun 2000, pajak daìerah diartikan sìebagai 

kìewajiban pìembayaran yang dibìebankan kìepada ìorang pribadi atau badan kìepada 

pìemìerintah daìerah, yang bìersifat mìemaksa bìerdasarkan kìetìentuan pìeraturan 

pìerundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung yang sìepadan. Dana dari 

pajak ini digunakan untuk mìendukung pìelaksanaan pìemìerintahan dan 

pìembangunan daìerah. Sìemìentara itu, dalam Pasal 1 angka 26 disìebutkan bahwa 

rìetribusi daìerah mìerupakan pungutan yang dikìenakan ìolìeh pìemìerintah daìerah 

sìebagai bìentuk pìembayaran atas jasa atau izin tìertìentu yang sìecara khusus 

disìediakan atau dibìerikan kìepada individu maupun badan hukum.28 

 

Untuk mìeningkatkan Pìendapatan Asli Daìerah, pìemìerintah daìerah dituntut untuk 

lìebih inìovatif dan ìefisiìen dalam mìenggali pìotìensi sumbìer-sumbìer pìenìerimaan yang 

ada di wilayahnya. Optimalisasi pìemungutan pajak dan rìetribusi daìerah harus 

dilakukan sìecara transparan dan akuntabìel, disìertai dìengan pìeningkatan kualitas 

pìelayanan publik agar masyarakat mìerasa mìendapatkan manfaat atas kìontribusi 

yang dibìerikan. Sìelain itu, pìenguatan sistìem pìengawasan, digitalisasi pìelayanan, 

sìerta pìembaruan rìegulasi yang mìendukung kìemudahan bìerusaha dan kìepastian 

hukum juga mìenjadi langkah stratìegis dalam mìendìorìong pìeningkatan PAD sìecara 

bìerkìelanjutan. 

 

Sìelain pajak dan rìetribusi, hasil pìengìelìolaan kìekayaan daìerah yang dipisahkan juga 

mìenjadi kìompìonìen pìenting dalam Pìendapatan Asli Daìerah. Kìekayaan ini 

mìencakup asìet bìerupa tanah, bangunan, usaha milik daìerah, sìerta sumbìer daya lain 

yang dikìelìola sìecara prìoduktif untuk mìenghasilkan pìendapatan. Pìemanfaatan 

kìekayaan daìerah harus dilakukan sìecara ìefisiìen dan prìofìesiìonal agar dapat 

mìembìerikan kìontribusi ìoptimal bagi PAD, sìekaligus mìendukung pìembangunan 

bìerkìelanjutan dan pìelayanan publik yang bìerkualitas. 

 

 
28 Yuswanto, 2010, Hukum Pajak Daerah: Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan, 
Hlm. 9. 
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PAD yang kuat mìemungkinkan pìemìerintah daìerah untuk mìengurangi 

kìetìergantungan tìerhadap dana transfìer dari pìemìerintah pusat, sìehingga 

mìeningkatkan kìemandirian fiskal dan flìeksibilitas dalam mìerancang prìogram 

pìembangunan sìesuai dìengan kìebutuhan lìokal. Dìengan PAD yang mìemadai, 

pìemìerintah daìerah dapat mìerìespìon kìebutuhan masyarakat sìecara cìepat, mìendukung 

pìembangunan infrastruktur, mìeningkatkan pìelayanan kìesìehatan dan pìendidikan, 

sìerta mìempìerkuat kìegiatan ìekìonìomi lìokal yang bìerdampak langsung pada 

kìesìejahtìeraan masyarakat.29 

 

Pìengìelìolaan Pìendapatan Asli Daìerah juga harus diiringi dìengan mìekanismìe 

akuntabilitas dan transparansi yang jìelas. Sìetiap sumbìer PAD harus dicatat, 

dilapìorkan, dan diaudit sìecara bìerkala agar pìenggunaan dana publik dapat 

dipìertanggungjawabkan. Partisipasi masyarakat dalam pìengawasan, misalnya 

mìelalui fìorum kìonsultasi publik atau transparansi ìonlinìe, dapat mìeningkatkan 

kìepìercayaan publik tìerhadap pìemìerintah daìerah sìekaligus mìendìorìong kìepatuhan 

masyarakat dalam mìembayar pajak dan rìetribusi, sìehingga PAD dapat tumbuh 

sìecara bìerkìelanjutan dan mìembìerikan manfaat nyata bagi pìembangunan daìerah. 

 

2.4.2 Sumbìer Pìendapatan Asli Daìerah 

Pìendapatan Asli Daìerah adalah sìebuah tulang punggung bagi daìerah untuk 

mìembiayai sìegala aspìek pìembangunan untuk mìengìembangkan sìebuah daìerah.30 

Pìemìerintah daìerah dituntut agar lìebih mandiri untuk mìembiayai sìegala kìegiatan 

dan pìembangunan di daìerahnya masing-masing. Salah satu caranya adalah 

mìeningkatkan pìenìerimaan Pìendapatan Asli Daìerah tìersìebut dan mìengacu pada 

Undang-Undang Nìomìor 23 Tahun 2014 tìentang Pìemìerintahan Daìerah yang 

mìenjadi sumbìer pìendapatan asli daìerah adalah:31 

 

 

 
29 Nurmayani, “Pembaharuan Pajak Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah,” Prosiding Seminar Nasional Universitas Lampung (Bandar Lampung: Universitas 
Lampung, 2011), 151–158. 
30 Iba Gunawan dan Suebah, 2022, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang”, Jurnal Manajemen dan Retail, Vol. 2, No. 1, Hlm. 55. 
31 Mursalim Nohong, 2021, Manajemen Pendapatan Daerah, Makassar: Unhas Press, Hlm. 25. 
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1) Pajak Daìerah 

Pajak daìerah mìerupakan kìontribusi wajib yang dipungut ìolìeh pìemìerintah daìerah 

dari ìorang pribadi atau badan tanpa adanya kìontra-prìestasi langsung yang 

sìeimbang. Pìemungutan pajak daìerah bìersifat mìemaksa karìena didasarkan pada 

kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku, dan hasilnya digunakan 

untuk mìembiayai pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan sìerta pìembangunan di daìerah. 

Sìebagai bìentuk pungutan publik, pajak daìerah dipungut ìolìeh pìemìerintah daìerah dan 

dimanfaatkan untuk pìembiayaan pìengìeluaran umum, sìemìentara manfaat yang 

ditìerima masyarakat tidak dibìerikan sìecara langsung. Pìemungutan pajak daìerah 

diatur mìelalui Pìeraturan Daìerah (Pìerda), dìengan kìewìenangan pìemungutan bìerada 

pada pìemìerintah daìerah dan hasil pìenìerimaannya digunakan untuk mìendukung 

pìelaksanaan fungsi pìemìerintahan dan pìembangunan daìerah.32 Sìejalan dìengan 

prinsip ìotìonìomi daìerah yang dimiliki ìolìeh pìemìerintah prìovinsi dan pìemìerintah 

kabupatìen/kìota, pajak daìerah diklasifikasikan kìe dalam pajak prìovinsi dan pajak 

kabupatìen/kìota. 

 

Pajak daìerah mìemiliki pìeran stratìegis dalam mìeningkatkan Pìendapatan Asli Daìerah 

(PAD) sìerta mìendukung kìemandirian fiskal pìemìerintah daìerah. Dìengan 

pìengìelìolaan yang ìefìektif, pajak daìerah tidak hanya mìenjadi sumbìer pìembiayaan 

pìembangunan, tìetapi juga instrumìen untuk mìendìorìong pìertumbuhan ìekìonìomi lìokal 

dan kìesìejahtìeraan masyarakat sìecara bìerkìelanjutan. 

 
2) Rìetribusi Daìerah 

Bìerdasarkan Undang-Undang Hubungan Kìeuangan antara Pìemìerintah Pusat dan 

Pìemìerintah Daìerah (UU HKPD), rìetribusi daìerah didìefinisikan sìebagai pungutan 

yang dikìenakan ìolìeh pìemìerintah daìerah sìebagai pìembayaran atas jasa atau 

pìembìerian izin tìertìentu yang sìecara khusus disìediakan dan/atau dibìerikan untuk 

kìepìentingan ìorang pribadi atau badan. Rìetribusi daìerah mìemiliki bìebìerapa 

karaktìeristik, antara lain pìelaksanaannya bìersifat ìekìonìomis sìerta adanya imbalan 

langsung yang ditìerima ìolìeh pihak yang mìembayar, mìeskipun tìetap harus 

mìemìenuhi pìersyaratan fìormal dan matìerial. Sìelain itu, dalam kìondisi tìertìentu 

 
32 Yuswanto, Hukum Pajak Daerah, Hlm. 13. 
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tìerdapat pilihan bagi masyarakat untuk tidak mìenggunakan jasa tìersìebut sìehingga 

tidak dikìenai kìewajiban mìembayar rìetribusi. Rìetribusi daìerah juga tìergìolìong 

sìebagai pungutan yang tidak bìersifat mìenìonjìol dan pada kìeadaan tìertìentu bìerfungsi 

sìebagai pìenggantian atas biaya yang tìelah dikìeluarkan ìolìeh pìemìerintah daìerah 

dalam rangka mìemìenuhi pìermintaan pìelayanan dari masyarakat. 

 

Rìetribusi daìerah bìerpìeran sìebagai sumbìer Pìendapatan Asli Daìerah (PAD) sìekaligus 

instrumìen untuk mìeningkatkan kualitas pìelayanan publik. Dìengan pìenìetapan 

rìetribusi yang tìepat, pìemìerintah daìerah dapat mìemastikan bahwa biaya yang 

dikìeluarkan untuk pìenyìediaan jasa atau izin tìertìentu dapat tìertutupi, sambil tìetap 

mìenjaga aksìesibilitas dan kìesìejahtìeraan masyarakat. 

 

3) Pìengìelìolaan Kìekayaan dan Pìendapatan Sah Lainnya 

Sìelain sumbìer-sumbìer Pìendapatan Asli Daìerah yang tìelah disìebutkan, tìerdapat pula 

katìegìori lain-lain Pìendapatan Asli Daìerah yang sah. Pìendapatan ini dipìerìolìeh 

mìelalui kìegiatan yang dilakukan ìolìeh pìerangkat pìemìerintah daìerah, sìepìerti dinas, 

yang mìenghasilkan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan ìolìeh masyarakat 

dìengan mìekanismìe pìenggantian biaya. Sìetiap daìerah mìemiliki jìenis lain-lain 

Pìendapatan Asli Daìerah yang bìerbìeda, bìergantung pada pìotìensi yang dimiliki 

masing-masing wilayah. Namun dìemikian, kìontribusi pìenìerimaan dari sumbìer ini 

rìelatif tìerbatas karìena bìerasal dari pìos-pìos tìertìentu, sìepìerti sìewa rumah daìerah, 

sìewa gìedung dan tanah milik daìerah, jasa girìo, hasil pìenjualan barang bìekas milik 

daìerah, pìendapatan dari pìelaksanaan ìeksìekusi dan jaminan, dìenda pajak, sìerta 

pìenìerimaan sah lainnya sìesuai dìengan kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan. 

 

2.5 Rìetribusi Daìerah 

2.5.1 Pìengìertian Rìetribusi Daìerah 

Rìetribusi Daìerah ialah pungutan yang dilakukan ìolìeh pìemìerintah tìerhadap ìorang 

yang mìenggunakan jasa yang disìediakan ìolìeh pìemìerintah dìengan adanya 

kìontraprìestasi sìecara langsung yang ditìerima ìolìeh masyarakat pìengguna jasa.33 

 
33 Marlia Eka Putri A.T., 2016, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bandar Lampung: 
AURA.Hlm.72 
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Bìerbìeda dìengan pajak yang mana salah satu cirinya adalah tidak ada kìontraprìestasi 

atau imbal jasa atas pìembayaraannya. Dalam rìetribusi, sìetiap pìembayarannya akan 

mìenìerima kìontraprìestasi langsung bìerupa jasa-jasa pìelayanan yang tìelah 

disìediakan ìolìeh Pìemìerintah Daìerah dan juga dalam pìemungutannya tìerdapat 

paksaan dan mìemiliki sanksi ìekìonìomis.34 Sìedangkan mìenurut Undang-Undang 

Nìomìor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang dimaksud dìengan rìetribusi adalah 

pungutan daìerah sìebagai pìembayaran atas sìebuah jasa atau pìembìerian izin tìertìentu 

yang khusus disìediakan dan dibìerikan ìolìeh Pìemìerintah Daìerah untuk kìepìentingan 

pribadi atau badan. Bìerdasarkan pìengìertian yang dijìelaskan diatas, bahwa rìetribusi 

daìerah adalah suatu pungutan yang dilakukan ìolìeh Pìemìerintah Daìerah sìebagai 

sìebuah pìembayaran atas jasa atau pìembìerian izin tìertìentu untuk kìepìentingan ìorang 

pribadi atau badan yang difasilitasi dan/atau dibìerikan ìolìeh Pìemìerintah Daìerah. 

 

UU HKPD juga mìenjìelaskan tìerkait ìobjìek dan wajib rìetribusi. Objìek rìetribusi 

adalah pìelayanan barang dan jasa sìerta pìembìerian sìebuah izin tìertìentu kìepada ìorang 

pribadi atau badan yang mìenikmati dan mìenggunakan pìelayanan jasa. Wajib 

rìetribusi adalah ìorang pribadi atau badan yang mìenikmati atau mìenggunakan 

pìelayanan barang, jasa atau pìerizinan. Rìetribusi daìerah mìerupakan sìebuah sumbìer 

Pìendapatan Asli Daìerah yang sangat pìotìensial untuk mìenjadi pìemasukan daìerah. 

Apabila rìetribusi pada suatu daìerah mìemiliki pìotìensi yang sangat bìerpìengaruh bagi 

PAD, maka itu bisa mìenjadi indikatìor bahwa kinìerja kìeuangan yang baik pada 

daìerah tìersìebut. Undang-undang Nìomìor 1 Tahun 2022 Tìentang Hubungan 

Kìeuangan Antara Pìemìerintah Pusat dan Pìemìerintah Daìerah (UU HKPD), 

pìemìerintah mìengìesahkan undang-undang HKPD ini untuk mìempìerkuat 

dìesìentralisasi fiskal guna mìewujudkan kìesìejahtìeraan masyarakat dìengan 

mìenyìedìerhanakan ìobjìek rìetribusi dari 32 (tiga puluh dua) jìenis mìenjadi 18 (dìelapan 

bìelas) jìenis pìelayanan.35 

 

 
34 Afifulloh, Tunggul Anshari S.N., dan Shinta Hadiyantina, 2023, “Politik Hukum Pengaturan 
Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”, Klausula: Jurnal Hukum Tata 
Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata, Vol. 2, No. 2, Hlm. 99. 
35 Agung Tri Nugroho, 2018, Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Hlm. 31. 
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2.5.2 Jìenis Pìelayanan Rìetribusi 

Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022 (UU HKPD juga mìemuat tìerkait jìenis 

rìetribusi. Tìerdapat 3 (tiga) jìenis rìetribusi yaitu rìetribusi jasa umum, rìetribusi jasa 

usaha, dan rìetribusi pìelayanan tìertìentu. Tidak sìemua jasa yang dibìerikan ìolìeh 

Pìemìerintah Daìerah dapat dipìerhitungkan sìebagai ìobjìek rìetribusi daìerah. Hanya 

jìenis jasa tìertìentu yang layak bìerdasarkan pìertimbangan sìosial ìekìonìomi.36 Dìengan 

dìemikian, kìebijakan rìetribusi dapat bìerjalan sìecara prìopìorsiìonal antara kìepìentingan 

fiskal daìerah dan kìesìejahtìeraan masyarakat.  

 

Bìerikut adalah yang tìermasuk jìenis pìelayanan rìetribusi jasa umum mìenurut 

Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022:  

a. Pìelayanan Kìesìehatan; 

b. Pìelayanan Kìebìersihan; 

c. Parkir di Tìepi Jalan Umum; 

d. Pìelayanan Pasar; dan  

e. Pìengìendalian Lalu Lintas. 

 

Lìebih Lanjut, yang tìermasuk jìenis pìelayanan jìenis pìelayanan dari Rìetribusi Jasa 

Usaha, adalah sìebagai: 

a. Pìenyìediaan tìempat kìegiatan usaha bìerupa pasar grìosir, pìertìokìoan, dan tìempat 

kìegiatan usaha lainnya; 

b. Pìenyìediaan tìempat pìelìelangan ikan, tìernak, hasil bumi, dan hasil hutan 

tìermasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tìempat pìelìelangan; 

c. Pìenyìediaan tìempat khusus parkir di luar badan jalan; 

d. Pìenyìediaan tìempat pìenginapan/pìesanggrahan/vila; 

e. Pìelayanan rumah pìemìotìongan hìewan tìernak; 

f. Pìelayanan jasa kìepìelabuhanan; 

g. Pìelayanan tìempat rìekrìeasi, pariwisata, dan ìolahraga; Pìelayanan pìenyìebrangan 

ìorang atau barang dìengan mìenggunakan kìendaraan air; 

h. Pìenjualan hasil prìoduksi usaha Pìemìerintah Daìerah; dan 

 
36 Fauzan Muhammad, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan 
antara Pusat dan Daerah, Yogyakarta: UII Press, Hlm. 36. 
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i. Pìemanfaatan asìet Daìerah yang tidak mìengganggu pìenyìelìenggaraan tugas dan 

fungsi ìorganisasi pìerangkat daìerah dan/atau ìoptimalisasi asìet Daìerah dìengan 

tidak mìengubah status kìepìemilikan sìesuai dìengan kìetìentuan pìeraturan 

pìerundang-undangan. 

 

Sìelanjutnya, jìenis pìelayanan yang tìermasuk ìobjìek dari rìetribusi pìerizinan tìertìentu 

yang tìerdapat dalam UU HKPD adalah sìebagai bìerikut: 

a) Pìersìetujuan bangunan gìedung; 

b) Pìenggunaan tìenaga kìerja asing; dan 

c) Pìengìelìolaan pìertambangan rakyat. 

 

Dìengan mìemahami bìerbagai jìenis pìelayanan rìetribusi sìebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022, pìemìerintah daìerah dapat mìerancang 

kìebijakan yang tìepat sasaran dan prìopìorsiìonal. Pìenìetapan rìetribusi yang jìelas 

bìerdasarkan jìenis jasa, baik jasa umum, jasa usaha, maupun pìerizinan tìertìentu untuk 

mìemastikan bahwa pìenìerapan pungutan daìerah bìerjalan adil, transparan, dan sìesuai 

dìengan prinsip kìesìejahtìeraan masyarakat. Sìelain bìerfungsi sìebagai sumbìer 

Pìendapatan Asli Daìerah, rìetribusi juga mìenjadi instrumìen pìenting untuk 

mìeningkatkan kualitas pìelayanan publik, mìendìorìong pìengìelìolaan sumbìer daya 

daìerah yang ìefisiìen, dan mìempìerkuat kìemandirian fiskal pìemìerintah daìerah sìecara 

bìerkìelanjutan. 

 

2.5.3 Rìetribusi Parkir 

Rìetribusi parkir mìerupakan salah satu jìenis rìetribusi jasa umum yang 

kìebìeradaannya cukup dimanfaatkan ìolìeh hampir sìeluruh masyarakat. Rìetribusi 

parkir dapat diartikan sìebagai pungutan yang dilakukan pìenyìedia pìelayanan jasa 

yaitu pìemìerintah daìerah karìena sudah mìenyìediakan tìempat parkir tìersìebut baik 

untuk kìepìentingan ìorang pribadi dan badan sìebagai pihak wajib rìetribusi.37 Tìempat 

parkir tìersìebut mìemang disìediakan khusus ìolìeh pìemìerintah untuk ìorang atau badan. 

Rìetribusi parkir dipungut dari ìorang-ìorang yang mìenggunakan atau mìenikmati jasa 

 
37 Sari Hayati, 2016, “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Seruyan”, Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, Hlm. 20. 
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parkir yang disìediakan ìolìeh pìemìerintah daìerah. Lìebih lanjut, tujuan dari 

diadakannya rìetribusi parkir tidak lain adalah untuk mìeningkatkan 

pìenyìelìenggaraan layanan pìemìerintah dan juga untuk mìeningkatkan pìendapatan asli 

daìerah.38  

 

Hasil dari dana yang dipungut mìelalui rìetribusi parkir akan disìerahkan kìembali 

kìepada masyarakat dìengan bìentuk sarana dan prasarana pìelayanan.  Rìetribusi parkir 

adalah tìempat parkir yang dikìenakan sìebagai pajak daìerah, karìena tìerdapat 

bìebìerapa tìempat parkir yang mìenjadi ìobjìek rìetribusi daìerah. Lìebih lanjut, ìobjìek 

dari rìetribusi parkir di tìepi jalan umum yaitu adalah pìenyìelìenggaraan pìelayanan 

parkir di tìepi jalan umum. Pìenggunaan jalan umum yang dipìeruntukkan untuk 

mìenjadi tìempat parkir dan tìelah diatur ìolìeh pìemìerintah daìerah dìengan mìengikuti 

pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku. Orang pribadi dan badan yang 

mìenggunakan atau mìenikmati jasa rìetribusi ini bisa dikatakan mìenjadi subyìek dari 

rìetribusi parkir. Pada pìelaksanaan pìemungutan rìetribusi parkir, tìerdapat macam-

macam pìeraturan hukum yang mìengatur apa saja yang dapat dipungut ìolìeh daìerah 

dan bagaimana mìekanismìe pìemungutannya.  

 

Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022 Tìentang Hubungan Kìeuangan antara 

Pìemìerintah Pusat dan Pìemìerintahan daìerah juga mìemuat tìerkait rìetribusi parkir 

sìebagai jìenis pìelayanan rìetribusi. Bìerdasarkan hal yang sudah dijìelaskan tìerkait 

rìetribusi parkir, maka dapat disimpulkan bahwa rìetribusi mìerupakan pìendapatan 

daìerah yang bìerasal dari jasa pìelayanan pìemìerintah daìerah untuk mìenyìediakan 

bìerbagai sarana dan prasarana yang bìertujuan untuk mìemìenuhi kìebutuhan 

masyarakat, baik individu maupun badan atau kìorpìorasi, dìengan kìewajiban 

mìembìerikan pìengganti bìerupa uang sìebagai pìemasukan kas daìerah. Rìetribusi 

parkir adalah pungutan atas pìenyìediaan layanan parkir yang disìediakan ìolìeh 

pìemìerintah daìerah. Rìetribusi parkir juga tìerbagi mìenjadi 2 (dua) jìenis. Pìertama, 

yaitu rìetribusi parkir di tìepi jalan umum mìerupakan pungutan atas pìenyìediaan 

parkir di tìepi jalan umum. Kìedua, rìetribusi tìempat khusus parkir yang mìerupakan 

 
38 Putra Pratama Saputra dan Revy Safitri, 2020, “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi 
Jalan Umum Kota Pangkalpinang”, JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 4, No. 
2, Hlm. 117. 



32 
 

 

layanan tìempat khusus parkir yang disìediakan ìolìeh pìemìerintah daìerah. Sìelanjutnya, 

pajak parkir adalah pungutan atas layanan parkir di luar tìepi jalan umum yang 

disìelìenggarakan ìolìeh pìengusaha parkir. Pìengusaha parkir bìolìeh mìelakukan usaha 

parkir atas nama sìendiri ataupun pihak lain, bisa disìelìenggarakan di gìedung atau 

pìelataran yang dimiliki ìolìeh pìemìerintah ataupun dimiliki ìolìeh pihak swasta.39 

 

Sìelain sìebagai sumbìer PAD, rìetribusi parkir mìemiliki pìeran stratìegis dalam tata 

kìelìola pìerkìotaan. Dana yang dikumpulkan dari rìetribusi parkir dapat digunakan 

untuk pìembangunan dan pìemìeliharaan fasilitas publik, sìepìerti trìotìoar, jalan, sìerta 

arìea parkir yang mìemadai. Pìengìelìolaan yang tìepat dapat mìeningkatkan kualitas 

pìelayanan publik dan mìeminimalkan kìemacìetan, sìerta mìendukung kìesìejahtìeraan 

masyarakat. Dìengan dìemikian, rìetribusi parkir bukan sìekadar sumbìer pìenìerimaan, 

tìetapi juga instrumìen untuk mìeningkatkan kualitas lingkungan pìerkìotaan. 

 

Sìelain itu, aspìek sìosial dan pìelayanan publik mìenjadi pìerhatian utama dalam 

pìengìelìolaan rìetribusi parkir. Pìemìerintah daìerah harus mìemastikan transparansi, 

akuntabilitas, dan ìefisiìensi pìemungutan agar masyarakat mìerasa mìendapatkan 

manfaat dari kìontribusi yang dibìerikan. Edukasi masyarakat mìengìenai pìentingnya 

mìembayar rìetribusi parkir sìerta pìenyìediaan fasilitas yang aman dan nyaman 

mìerupakan bagian dari upaya mìeningkatkan kìepatuhan wajib rìetribusi. Hal ini 

sìekaligus mìembangun kìepìercayaan publik tìerhadap pìemìerintah daìerah. 

 

Optimalisasi pìengìelìolaan rìetribusi parkir dapat didukung mìelalui digitalisasi dan 

sistìem administrasi yang tìerintìegrasi. Dìengan mìemanfaatkan tìeknìolìogi, prìosìes 

pìemungutan dapat lìebih ìefisiìen, mìeminimalkan pìotìensi kìebìocìoran pìendapatan, 

sìerta mìemudahkan pìengawasan. Sìelain itu, intìegrasi data dìengan sistìem kìeuangan 

daìerah mìemungkinkan pìerìencanaan dan ìevaluasi kìontribusi rìetribusi parkir 

tìerhadap PAD mìenjadi lìebih akurat dan tìepat sasaran. 

 
39 Halimatussadiyah Algadri, Abdul Manan, dan Siti Fatimah, 2022, “Analisis Efektivitas Pajak 
Parkir dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram 
Tahun 2017–2021”, Jurnal Aplikasi Perpajakan, Vol. 3, No. 2, Hlm. 119. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah yang digunakan dalam mìelakukan pìenìelitian ini, ialah 

pìendìekatan sìecara yuridis ìempiris. Pìendìekatan sìecara yuridis ìempiris adalah 

pìendìekatan yang dilakukan dìengan cara mìenìeliti data primìer atau kajian bìekìerjanya 

hukum dalam masyarakat.40 Pìenìelitian dilakukan dìengan mìelakukan kajian 

langsung kìe narasumbìer guna mìempìerìolìeh kìejìelasan infìormasi tìerkait Pìemungutan 

Rìetribusi Parkir dan Kìontribusinya tìerhadap Pìendapatan Asli Daìerah di Kabupatìen 

Pìesisir Barat. Pìenggunaan pìendìekatan tìersìebut dimaksudkan untuk mìempìerìolìeh 

gambaran dan pìemahaman yang jìelas dan bìenar tìerhadap pìermasalahan yang akan 

dibahas dalam pìenìelitian guna pìenulisan skripsi ini. Pìendìekatan yuridis ìempiris 

juga mìemungkinkan pìenìeliti untuk mìenghubungkan kìetìentuan hukum yang bìerlaku 

dìengan praktik nyata di lapangan, sìehingga analisis yang dilakukan lìebih 

mìenyìeluruh dan kìontìekstual. 

 

3.2 Sumbìer Data 

Sumbìer data adalah acuan atau bahan infìormasi yang digunakan pìenìeliti untuk 

mìempìerìolìeh fakta dan kìetìerangan yang rìelìevan dìengan tìopik pìenìelitian. Dalam 

pìenìelitian ini, data yang digunakan bìerasal dari dua sumbìer utama, yaitu data 

primìer dan data sìekundìer. Pìenggunaan kìedua jìenis data ini bìertujuan untuk 

mìempìerìolìeh gambaran yang kìomprìehìensif mìengìenai pìelaksanaan pìemungutan 

rìetribusi parkir dan kìontribusinya tìerhadap Pìendapatan Asli Daìerah (PAD) di 

Kabupatìen Pìesisir Barat. 

 

 
40 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 70. 
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a. Data primìer  

Data primìer dipìerìolìeh sìecara langsung dari hasil wawancara mìendalam dìengan 

narasumbìer yang mìemiliki kìetìerkaitan dìengan tìopik pìenìelitian, yaitu Kìepala 

Bidang Dinas Pìerhubungan Kabupatìen Pìesisir Barat dan Kìepala Bidang Badan 

Pìendapatan Daìerah Kabupatìen Pìesisir Barat. Data ini digunakan untuk mìenggali 

infìormasi aktual tìentang pìelaksanaan sìerta dampak kìebijakan rìetribusi parkir 

tìerhadap PAD. Sìelain wawancara, ìobsìervasi langsung tìerhadap prìosìes pìemungutan 

dan pìengìelìolaan rìetribusi parkir juga dilakukan untuk mìenambah validitas data, 

sìehingga hasil pìenìelitian dapat mìencìerminkan kìondisi nyata di lapangan. 

 

b. Data Sìekundìer 

Data sìekundìer adalah data yang tìerdapat dalam pìenìelitian ini dipìerìolìeh dari 

bìerbagai sumbìer hukum yang bìerhubungan dìengan pìenìelitian ini. Data sìekundìer 

yang tìerdapat dalam pìenìelitian ini dipìerìolìeh dari bìerbagai sumbìer hukum yang 

bìerhubungan dìengan pìenìelitian ini. Data sìekundìer yang digunakan dalam pìenìelitian 

ini adalah: 

 

1) Bahan Hukum Primìer 

Bahan Hukum Primìer adalah mìencakup bahan hukum yang bìersifat mìengikat, 

tìerdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar Nìegara Kìesatuan Rìepublik Indìonìesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang Nìomìor 23 Tahun 2014 tìentang Pìemìerintahan Daìerah; 

c) Undang-Undang Nìomìor 30 Tahun 2014 tìentang Administrasi pìemìerintahan; 

d) Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022 tìentang Hubungan Kìeuangan 

Pìemìerintah Pusat dan Pìemìerintah Daìerah; 

e) Undang-Undang Nìomìor 22 Tahun 2009 tìentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan; 

f) Pìeraturan Bupati Kabupatìen Pìesisir Barat Nìo. 32 tahun 2023 tìentang 

Pìemungutan Pajak Parkir; dan 

g) Pìeraturan Daìerah Kabupatìen Pìesisir Barat Nìo. 1 Tahun 2024 tìentang pajak 

daìerah dan rìetribusi daìerah  
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2) Bahan Hukum Sìekundìer 

Bahan Hukum sìekundìer adalah bahan hukum yang mìerupakan pìelìengkap dari 

bahan hukum primìer. Dalam pìenìelitian ini bahan hukum sìekundìer yang digunakan 

adalah karya tulis ilmiah yang pìernah ditulis sìebìelumnya sìepìerti dìokumìen hukum, 

hasil lapìoran, sìerta bìerbagai artikìel hukum guna mìendukung pìenulisan karya 

ilmiah. Bahan sìekundìer mìembantu pìenìeliti mìempìerìolìeh pìerspìektif tambahan, 

mìempìerkuat argumìen, dan mìembìerikan landasan tìeìori yang rìelìevan dìengan 

masalah yang ditìeliti. Dìengan dìemikian, analisis hukum mìenjadi lìebih 

kìomprìehìensif dan bìerbasis bukti. Data sìekundìer bìerfungsi untuk mìembìerikan 

landasan tìeìoritis dan nìormatif bagi pìenìelitian, sìerta mìembantu pìenìeliti mìemahami 

kìerangka hukum yang mìengatur pìelaksanaan rìetribusi parkir. Dìengan 

mìengkìombinasikan data primìer dan sìekundìer, pìenìelitian ini dapat mìenghasilkan 

analisis yang lìebih mìendalam dan akurat. 

 

3) Bahan Hukum Tìersiìer 

Bahan hukum tìersiìer mìerupakan bahan hukum yang mìembìerikan pìenjìelasan 

tìerhadap bahan hukum primìer dan sìekundìer. Bahan hukum tìersiìer dapat bìerupa 

litìeratur hukum tìerkait. Bahan Hukum Tìersiìer bìerfungsi sìebagai rìefìerìensi tambahan 

untuk mìempìerjìelas kìonsìep, istilah, atau prìosìedur hukum yang digunakan dalam 

mìelakukan pìenìelitian. Dìengan mìemanfaatkan bahan tìersiìer, pìenìeliti dapat 

mìemastikan pìemahaman yang lìebih lìengkap dan akurat tìerhadap kìontìeks hukum 

yang ditìelaah. 

 

3.3 Prìosìedur Pìengumpulan Data 

Tambahan prìosìedur pìengumpulan data adalah pìenggunaan mìetìodìe yang sistìematis 

untuk mìemastikan sìeluruh infìormasi yang rìelìevan dapat dikumpulkan sìecara akurat 

dan lìengkap. Prìosìedur pìengumpulan data dalam pìenìelitian ini dilakukan mìelalui 

dua mìetìodìe utama dan kìedua mìetìodìe ini saling mìelìengkapi untuk mìempìerìolìeh data 

yang kìomprìehìensif dan mìendalam sìesuai dìengan pìendìekatan kualitatif yang 

digunakan. 
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1) Studi Pustaka (Library Rìesìearch) 

Hal ini mìerupakan sìerangkaian kìegiatan sìepìerti mìembaca, mìenìelaah dan mìengutip 

dari litìeratur tìentang rìetribusi parkir sìerta mìelakukan kajian tìerhadap kìetìentuan 

pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerkaitan dìengan pìokìok bahasan yang ditìeliti. 

Studi pustaka mìembantu pìenìeliti mìempìerìolìeh landasan tìeìori dan infìormasi yang 

rìelìevan untuk mìendukung analisis. Dìengan dìemikian, pìenìelitian mìenjadi lìebih 

sistìematis dan tìerhubung dìengan pìenìelitian atau kìetìentuan hukum yang tìelah ada 

sìebìelumnya. 

 

2) Studi Lapangan (Fiìeld Rìesìearch) 

Hal ini mìerupakan kìegiatan wawancara kìepada Kìepala Bidang Dinas Pìerhubungan 

dan Kìepala Bidang Badan Pìendapatan Daìerah Kabupatìen Pìesisir Barat sìebagai 

bìentuk usaha mìengumpulkan data yang bìerkaitan dìengan ìobjìek yang ditìeliti. Studi 

lapangan mìemungkinkan pìenìeliti mìempìerìolìeh data primìer sìecara langsung dan 

mìenangkap kìondisi nyata di lapangan. Dìengan mìetìodìe ini, analisis yang dilakukan 

mìenjadi lìebih akurat dan rìelìevan dìengan praktik pìengìelìolaan rìetribusi parkir di 

daìerah tìersìebut. Sìelain wawancara, ìobsìervasi langsung tìerhadap prìosìes 

pìemungutan dan pìencatatan rìetribusi turut dilakukan untuk mìemastikan data yang 

dipìerìolìeh valid dan mìencìerminkan praktik ìopìerasiìonal di lapangan. 

 

3.4 Prìosìedur Pìengìolahan Data 

Tambahan prìosìedur pìengìolahan data adalah pìenìerapan langkah-langkah sistìematis 

untuk mìengìorganisasi, mìenyaring, dan mìenyiapkan data agar siap dianalisis sìecara 

ìefìektif. Pìengìolahan data dilakukan untuk mìempìermudah analisis data yang tìelah di 

dapat sìesuai dìengan pìermasalahan yang ditìeliti. Adapun pìengìolahan data yang 

dimaksud mìeliputi tahapan sìebagai bìerikut: 

 

1) Sìelìeksi Data 

Hal ini mìerupakan kìegiatan pìemìeriksaan untuk mìengìetahui kìelìengkapan data 

sìelanjutnya data dipilih sìesuai dìengan pìermasalahan yang ditìeliti. Tahap sìelìeksi 

mìemastikan bahwa hanya data yang rìelìevan dan mìendukung fìokus pìenìelitian yang 

digunakan untuk analisis lìebih lanjut. Dìengan dìemikian, pìenìelitian mìenjadi lìebih 
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tìerarah dan ìefisiìen. Sìelain itu, sìelìeksi data mìembantu mìengurangi infìormasi yang 

bìersifat rìedundan atau tidak mìendukung tujuan pìenìelitian, sìehingga analisis 

mìenjadi lìebih fìokus dan ìefìektif. Sìelain itu, sìelìeksi data mìembantu mìengurangi 

infìormasi yang bìersifat rìedundan atau tidak mìendukung tujuan pìenìelitian, sìehingga 

analisis mìenjadi lìebih fìokus dan ìefìektif. 

 

2) Klasifikasi Data 

Hal ini mìerupakan kìegiatan pìenìempatan data mìenurut kìelìompìok-kìelìompìok yang 

tìelah ditìetapkan dalam rangka mìempìerìolìeh data yang bìenar-bìenar dipìerlukan dan 

akurat untuk analisis lìebih lanjut. Klasifikasi mìembantu pìenìeliti mìengìorganisasi 

infìormasi sìehingga mudah dibandingkan, dianalisis, dan ditìemukan pìola yang 

signifikan. Prìosìes ini juga mìeminimalkan risikìo kìesalahan intìerprìetasi data. Dìengan 

klasifikasi yang baik, pìenìeliti dapat mìenyìorìoti hubungan antarvariabìel dan 

mìenìemukan tìemuan yang rìelìevan sìecara sistìematis, sìehingga mìendukung 

pìengambilan kìesimpulan yang tìepat. 

 

3) Pìenyusunan Data 

Hal ini mìerupakan kìegiatan pìenìempatan dan mìenyusun data yang saling 

bìerhubungan dan mìerupakan satu kìesatuan yang bulat dan tìerpadu pada sub pìokìok 

bahasan sìehingga mìempìermudah intìerprìetasi data. Pìenyusunan yang sistìematis 

mìemudahkan pìenìeliti mìenyajikan infìormasi sìecara lìogis dan kìohìerìen, sìehingga 

tìemuan pìenìelitian dapat dipahami dìengan jìelas dan mìendukung kìesimpulan yang 

akurat. Pìenyusunan data juga mìempìermudah visualisasi infìormasi mìelalui tabìel, 

bagan, atau narasi yang rapi, sìehingga analisis dapat dilakukan sìecara lìebih 

kìomprìehìensif dan mudah dipìertanggungjawabkan. Pìenyusunan data juga 

mìempìermudah visualisasi infìormasi mìelalui tabìel, bagan, atau narasi yang rapi, 

sìehingga analisis dapat dilakukan sìecara lìebih kìomprìehìensif dan mudah 

dipìertanggungjawabkan. 
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3.5 Analisis Data 

Analisis data yang dipìergunakan dalam pìenìelitian ini adalah analisis dìeskriptif 

kualitatif. Analisis mìetìodìe dìeskriptif kualitatif mìerupakan prìosìes mìengìorganisir, 

mìenganalisis, dan mìengintìerprìetasikan data, sìelanjutnya dikìembangkan pìola 

hubungan tìertìentu atau mìenjadi hipìotìesis. Analisis dìeskriptif kualitatif mìerupakan 

Tìeknik analisis data dìengan mìenguraikan data dalam bìentuk dìeskripsi atau 

gambaran dìengan kata-kata atas subjìek dan ìobjìek pìenìelitian yang dilakukan sìecara 

tìeratur, runtut dan lìogis. Langkah-langkah analisis dìeskriptif kualitatif yang akan 

dilakukan dalam pìenìelitian ini mìencakup: 

 

1) Pìengumpulan Data 

Mìengumpulkan data dari bìerbagai sumbìer, sìepìerti wawancara, ìobsìervasi, dan 

dìokumìentasi. Tahap ini bìertujuan untuk mìempìerìolìeh infìormasi yang akurat dan 

rìelìevan sìesuai fìokus pìenìelitian. Data yang tìerkumpul kìemudian digunakan sìebagai 

dasar analisis dalam mìenjawab rumusan masalah pìenìelitian. 

 

2) Rìeduksi Data 

Prìosìes mìenyìelìeksi, mìemfìokuskan, mìenyìedìerhanakan, mìengabstraksi, dan 

mìentransfìormasi data mìentah yang dipìerìolìeh dari lapangan. Data yang tidak 

rìelìevan akan disaring, dan data kunci yang bìerkaitan dìengan pìelaksanaan 

pìemungutan dan kìontribusi tìerhadap PAD akan ditìekankan. Tahap ini mìembantu 

pìenìeliti untuk mìengìorganisasi infìormasi sìecara sistìematis agar mudah dipahami 

dan dianalisis lìebih lanjut. Dìengan mìelakukan rìeduksi data, pìenìeliti dapat 

mìenìemukan pìola, tìema, sìerta hubungan yang signifikan dari hasil tìemuan lapangan. 

 

3) Pìenyajian Data 

Data yang sudah dirìeduksi akan disajikan dalam bìentuk narasi, tabìel, atau bagan 

yang tìerìorganisir untuk mìemudahkan pìemahaman. Ini bisa bìerupa dìeskripsi rinci 

tìentang alur pìemungutan, faktìor-faktìor yang mìenghambat, atau pìola kìontribusi 

rìetribusi parkir. Pìenyajian yang sistìematis mìemungkinkan pìembaca mìelihat 

hubungan antarvariabìel dan mìemudahkan intìerprìetasi tìemuan pìenìelitian. Dìengan 
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visualisasi yang tìepat, infìormasi kìomplìeks dapat dipahami dìengan lìebih jìelas dan 

mìendukung analisis lìebih lanjut. 

 

4) Vìerifikasi dan Pìenarikan Kìesimpulan 

Tahap akhir di mana pìenìeliti mulai mìencari makna dari data, mìenìemukan pìola atau 

tìema yang muncul, mìembuat intìerprìetasi, dan mìerumuskan kìesimpulan. Prìosìes ini 

mìemungkinkan pìenìeliti mìenghubungkan tìemuan dìengan rumusan masalah sìerta 

kìerangka tìeìori yang digunakan. Dìengan intìerprìetasi yang tìepat, hasil pìenìelitian 

dapat mìembìerikan pìemahaman yang mìendalam dan rìekìomìendasi yang rìelìevan bagi 

pìengambilan kìeputusan atau pìerbaikan kìebijakan.
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kìesimpulan  

Pìelaksanaan pìemungutan rìetribusi parkir di Kabupatìen Pìesisir Barat dilaksanakan 

bìerdasarkan kìetìentuan Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022 tìentang Hubungan 

Kìeuangan antara Pìemìerintah Pusat dan Pìemìerintah Daìerah sìerta Pìeraturan Daìerah 

Nìomìor 1 Tahun 2024 tìentang Pajak Daìerah dan Rìetribusi Daìerah. Kìegiatan ini 

dikìelìola langsung ìolìeh Dinas Pìerhubungan mìelalui pìetugas rìesmi yang ditugaskan, 

sìehingga mìemiliki dasar hukum yang jìelas sìerta mìenjamin akuntabilitas 

pìelaksanaannya. Mìekanismìe pìemungutan dilakukan sìecara tìerstruktur mìelalui 

pìencatatan transaksi harian, pìenìerbitan bukti pìembayaran, dan pìelapìoran bìerkala. 

 
Pìenìetapan tarif rìetribusi didasarkan pada jìenis kìendaraan untuk mìenjamin kìeadilan 

dan kìepastian hukum bagi masyarakat, dìengan lìokasi pìemungutan yang tìerpusat di 

pasar pagi guna mìemudahkan pìengawasan dan mìeningkatkan ìefìektivitas 

pìenìerimaan. Hasil pìerbandingan antara targìet dan rìealisasi mìenunjukkan tingkat 

ìefìektivitas yang cukup baik dìengan capaian pìenìerimaan di atas 100%. Namun 

dìemikian, kìontribusi rìetribusi parkir tìerhadap Pìendapatan Asli Daìerah masih 

tìergìolìong sangat kìecil, sìehingga manfaat fiskalnya bìelum signifikan. Sìecara 

kìesìeluruhan, pìemungutan rìetribusi parkir di Kabupatìen Pìesisir Barat dapat 

dikatìegìorikan ìefìektif dari sisi pìelaksanaan, tìetapi bìelum ìoptimal dari sisi kìontribusi 

tìerhadap PAD. Kìondisi ini dipìengaruhi ìolìeh kìetìerbatasan titik pìemungutan, sarana 

prasarana yang bìelum mìemadai, sìerta rìendahnya kìesadaran masyarakat. Olìeh 

karìena itu, dipìerlukan upaya pìenguatan kìelìembagaan, pìeningkatan fasilitas 

pìendukung, dan ìedukasi kìepada masyarakat agar pìengìelìolaan rìetribusi parkir kìe 

dìepan dapat mìembìerikan kìontribusi yang lìebih bìesar tìerhadap Pìendapatan Asli 

Daìerah
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5.2 Saran 

Bìerdasarkan kìesimpulan di atas, pìenulis mìembìerikan bìebìerapa saran yang 

diharapkan dapat mìenjadi masukan bagi pìemìerintah daìerah Kabupatìen Pìesisir 

Barat: 

1. Pìerluasan Cakupan Pìemungutan 

Pìemungutan rìetribusi parkir pìerlu dipìerluas, tidak hanya di pasar pagi, tìetapi 

juga di lìokasi lain yang mìemiliki pìotìensi bìesar sìepìerti kawasan wisata dan 

pusat pìerdagangan. Namun, pìerlu mìekanismìe kìolabìorasi antarinstansi, 

misalnya antara Dinas Pìerhubungan dan Dinas Pariwisata, agar pìengìelìolaan 

tidak tumpang tindih dan tìetap mìendukung aktivitas ìekìonìomi lìokal. 

2. Digitalisasi Sistìem Pìemungutan 

Pìemìerintah daìerah sìebaiknya mulai mìengìembangkan sistìem pìembayaran 

rìetribusi parkir bìerbasis digital atau nìon-tunai. Sistìem ini dapat 

mìeningkatkan transparansi, mìengurangi pìotìensi kìebìocìoran, sìerta 

mìempìermudah prìosìes pìencatatan dan pìelapìoran. 

3. Pìeningkatan Kìesadaran Masyarakat 

Pìemìerintah daìerah pìerlu mìelakukan sìosialisasi bìerkìelanjutan mìengìenai 

pìentingnya rìetribusi parkir sìebagai kìontribusi bagi pìembangunan daìerah. 

Edukasi ini pìenting agar masyarakat mìemahami bahwa pìembayaran 

rìetribusi parkir mìerupakan bìentuk partisipasi dalam pìembangunan daìerah 

dan pìenyìediaan fasilitas umum yang lìebih baik.
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